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ABSTRAK 

 

Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang dan 

dilakukan melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian 

manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan 

oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon 

seluler. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana Cyberbullying di Indonesia dan untuk mengetahui 

faktor-faktor kendala dalam penanggulangan cyberbullying di Indonesia 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah suatu 

penelitian yang secara dedukatif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam 

peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Spesifikasi 

penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), 

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia yaitu dengan 

melakukan Penegakan hukum terhadap cyberbullying yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam proses penegakan hukumnya diatur dalam 

KUHP Pasal 1 ayat 14, seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatan atau 

keadaanya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana , 

maka selanjutnya proses yang dilakukan yaitu diselidiki, disidik, dan diperika oleh 

penyidik. Faktor-faktor kendala dalam penanggulangan cyberbullying di Indonesia 

yaitu Pesatnya perkembangan teknologi yang membawa perubahan pola bermain 

bagi remaja. Penggunaan jaringan internet dengan intensitas yang tinggi yang 

membuat seorang remaja rentan melakukan cyberbullying. Ketidaktahuan akan 

risiko hukum yang menyebabkan kebanyakan pelaku cyberbullying tidak 

mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah pelanggaran hukum. 

Perilaku remaja yang suka meniru yang dipengaruhi oleh masa transisi dari anak-

anak menuju dewasa. Melemahnya kontrol sosial yang dapat dibedakan menjadi 

personal control yaitu kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak 

mencapai kebutuhannya dengan melanggar normanorma yang ada di masyarakat 

dan social control 

 

 

Kata Kunci : Cyberbullying, Korban, Perlindungan Hukum 
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ABSTRACT 

Cyberbullying is any form of violence experienced by someone and carried 

out through cyberspace or the internet. Cyberbullying is an incident when a child 

or teenager is teased, insulted, intimidated, or embarrassed by another child or 

teenager through the internet, digital technology or mobile phones. The purpose of 

this study is to determine the legal protection for victims of cyberbullying crimes in 

Indonesia and to determine the factors that hinder the handling of cyberbullying in 

Indonesia. 

The research method uses a normative legal approach, which is a study that 

deductively begins with an analysis of the articles in the laws and regulations that 

regulate the problem. The specification of the legal research that will be used in 

this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete 

description of the legal situation in force in a particular place.  

Based on the results of the study, it can be concluded that Legal Protection 

for Victims of Cyberbullying Crimes in Indonesia is by enforcing the law against 

cyberbullying as regulated in Law Number 1 of 2024 second concerning Electronic 

Transaction Information and Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning 

Electronic Information and Transactions (UU ITE). In the process of law 

enforcement, it is regulated in Article 1 paragraph 14 of the Criminal Code, a 

person is said to be a suspect if his actions or circumstances based on initial 

evidence are suspected of being a perpetrator of a crime, then the next process 

carried out is to be investigated, investigated, and examined by investigators. The 

inhibiting factors in overcoming cyberbullying in Indonesia are the rapid 

development of technology that brings changes in playing patterns for teenagers. 

The use of internet networks with high intensity that makes a teenager vulnerable 

to cyberbullying. Ignorance of the legal risks that cause most cyberbullying 

perpetrators to not know that their actions are a violation of the law. The behavior 

of teenagers who like to imitate is influenced by the transition from childhood to 

adulthood. The weakening of social control which can be divided into personal 

control, namely a person's ability to restrain themselves from achieving their needs 

by violating existing norms in society and social control. 

Keywords: Cyberbullying, Victims, Legal Protection 
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A. Latar Belakang Masalah 
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Globalisasi te.lah me.njadi pe.ndorong lahirnya e.ra pe.rke.mbangan te.knologi 

informasi. Pe.rke.mbangan te.knologi yang saat ini sangat me.mpe.ngaru.hi ke.hidu.pan 

masyarakat du.nia salah satu.nya adalah inte.rne.t. 

Se.iring de.ngan pe.rke.mbangan ke.bu.tu.han masyarakat di du.nia, te.knologi 

informasi (information te.chnology) me.me.gang pe.ran pe.nting. Be.rdasarkan su.rve.i 

Asosiasi Pe.nye .le.nggara Jasa Inte.rne.t Indone.sia (APJII) pada tahu.n 2024, ju.mlah 

pe.nggu.na inte.rne.t di Indone.sia me.ncapai 221,56 ju.ta orang. Angka ini se.tara 

de.ngan se.kitar 79,5% dari total popu.lasi Indone.sia.1 

Akibat dari pe.rke.mbangan yang de.mikian, maka se.cara lambat lau .n, te.knologi 

informasi de.ngan se.ndirinya ju.ga te.lah me.ngu.bah pe.rilaku. masyarakat. Se.hingga 

dapat dikatakan te.knologi informasi saat ini te.lah me.njadi pe.dang be.rmata du.a, 

kare.na se.lain me.mbe.rikan kontribu.si bagi pe.ningkatan ke.se.jahte.raan, 

ke.maju.an,se.kaligu .s me.njadi sarana e.fe.ktif pe.rbu.atan me.lawan hu.ku.m.2 

Ke.jahatan yang timbu.l dari pe.nggu.naan me.dia inte.rne.t dapat be.ru.pa ke .jahatan 

je.nis baru. dan dapat pu.la be.ru.pa ke.jahatan yang su.dah ada se.jak lama te.tapi 

be.ntu.knya me.lu.as. Se.mu.a tindak pidana yang dilaku.kan di cybe.rspace. te.rmasu.k 

tindak pidana sibe.r (cybe.r crime.).3 

Ke.jahatan yang te.rjadi di du.nia maya yang me.ru.pakan pe.rmasalahan se.karang 

ini yaitu. cybe.rbu.llying. Cybe.rbu.llying adalah se.gala be.ntu.k ke.ke.rasan yang dialami 

se.se.orang dan dilaku.kan me.lalu.i du.nia maya atau. inte.rne.t. Intimidasi du .nia maya 

                                                           
1  https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-

orang diakses pada tanggal 1 Januari 2025 
2  Ahmad Ramli, 2004, Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Rafika 

Aditama, Bandung, hal.1 
3 Sigid Suseno, 2012, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Rafika Aditama, Bandung, hal.2 

https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang
https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang
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adalah ke.jadian manakala se.orang anak atau . re.maja die.je.k, dihina, diintimidasi, 

atau. dipe.rmalu.kan ole.h anak atau. re.maja lain me.lalu.i me.dia inte.rne.t, te.knologi 

digital atau. te.le.pon se.lu.le.r. Intimidasi du.nia maya dianggap valid bila pe.laku. dan 

korban be.ru.sia di bawah 18 tahu.n dan se.cara hu.ku.m be.lu.m dianggap de.wasa. Bila 

salah satu. pihak yang te.rlibat (atau. ke.du.anya) su.dah be.ru.sia di atas 18 tahu.n, maka 

kasu.s yang te .rjadi akan dikate.gorikan se.bagai ke.jahatan du.nia maya atau. pe.le.ce.han 

du.nia maya (cybe.rharassme.nt). Be.ntu.k dan me.tode. tindakan intimidasi du .nia maya 

be.ragam. Hal ini dapat be.ru.pa pe.san ancaman me.lalu.i su.rat e.le.ktronik, 

me.ngu.nggah foto yang me.mpe.rmalu.kan korban, me.mbu.at situ.s we.b u.ntu.k 

me.nye .bar fitnah dan me.ngolok-olok korban hingga me.ngakse.s aku.n je.jaring sosial 

orang lain u.ntu.k me.ngancam korban dan me.mbu.at masalah. Motivasi pe.laku.nya 

ju.ga be.ragam, ada yang me.laku.kannya kare .na marah dan ingin balas de.ndam, 

fru.strasi, ingin me.ncari pe.rhatian bahkan ada pu.la yang me.njadikannya se.kadar 

hibu.ran pe.ngisi waktu. lu.ang.4 

Cybe.rbu.llying me.nu.ru.t Willard yaitu. flaming (pe.san de.ngan amarah), 

harrasme.nt (ganggu.an), de.nigration (pe.nce.maran nama baik), impe.rsonation 

(pe.niru.an), ou.ting (pe.nye.baran), tricke.ry (tipu . daya), e.xclu.sion (pe.nge.lu.aran), dan 

cybe.rstalking. 

Pe.nu.lis me.ngu.tip be.rita yang ditu.lis ole.h me.dia Ku.mparan.com se.bagai 

be.riku.t ini:5  

                                                           
4 Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap 

Anak Sebagai Korban”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas 

Sumatera Utara, hal. 34 
5 https://kumparan.com/paraz-mumtaz/perundungan-yang-tejadi-pada-media-sosial-

22wRcz9x8Ky/4 diakses pada tanggal 2 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB 

https://kumparan.com/paraz-mumtaz/perundungan-yang-tejadi-pada-media-sosial-22wRcz9x8Ky/4
https://kumparan.com/paraz-mumtaz/perundungan-yang-tejadi-pada-media-sosial-22wRcz9x8Ky/4
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1. Kasu.s Au.dre.y: Pada tahu.n 2019, se.orang siswi SMA di Pontianak be.rnama 

Au.dre.y me.njadi korban bu.llying dan cybe.rbu.llying ole.h be.be.rapa siswa 

lainnya. Kasu.s ini me .ndapatkan pe.rhatian lu.as dari masyarakat dan me.dia 

sosial se.te.lah tagar #Ju.stice.ForAu.dre.y me.njadi viral. Kasu.s ini be.rawal dari 

pe.rse.lisihan di me.dia sosial yang ke.mu.dian be.rlanju.t ke. ke.ke.rasan fisik. 

Banyak ne.tize.n yang me.nge.cam para pe .laku. dan me.ndu.ku.ng Au.dre.y.  

2. Kasu.s Bu.llying te.rhadap Artis: Banyak artis dan se.le.briti di Indone.sia yang 

me.njadi korban cybe.rbu.llying. Misalnya, pe.nyanyi dangdu.t Ayu. Ting Ting 

se.ring kali me.njadi sasaran kome.ntar ne.gatif dan pe.nghinaan di me.dia sosial. 

Kasu.s ini me.nu.nju.kkan bahwa pu.blic figu.re. se.ring kali me.njadi targe.t 

cybe.rbu.llying yang parah. 

3. kasu.s Gru.p Chat Se.kolah: Banyak kasu .s cybe.rbu.llying te.rjadi di gru.p chat 

se.kolah atau . komu.nitas. Misalnya, se.orang siswa di Be.kasi pada tahu.n 2021 

di-bu.lly di gru.p chat WhatsApp ke.lasnya, yang me.nye .babkan trau.ma 

psikologis.  

4. Kasu.s Amanda Todd Indone.sia : Se.orang re.maja pe.re.mpu.an di Su.rabaya, 

mirip de.ngan kasu.s Amanda Todd di Kanada, me.njadi korban cybe.rbu.llying 

se.te.lah foto-foto pribadinya dise.barlu .askan tanpa izin. Dia me.nghadapi 

intimidasi dan pe.nghinaan dari te.man-te.mannya dan ne.tize.n, yang 

me.nye .babkan te.kanan psikologis yang se.riu.s. 

Kasu.s-kasu.s ini me.nu.nju.kkan pe.rlu.nya langkah-langkah pe.nce.gahan dan 

pe.nanganan yang e.fe.ktif u.ntu.k me.lindu.ngi individu. dari dampak ne.gatif 

cybe.rbu.llying di Indone.sia. 
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Kasu.s me.nge.nai cybe.rbu.llying di Indone.sia tidak se.mu.a dapat te.rdata 

dikare.nakan faktor banyaknya korban cybe.rbu.llying yang le.bih me.milih diam dan 

tidak me.laporkan kasu.s te.rse.bu.t. De.ngan se.makin banyaknya kasu.s ke.jahatan di 

du.nia maya maka ru.ang lingku.p hu.ku.m haru.s dipe.lu.as u.ntu.k me.njangkau. 

pe.rbu.atan-pe.rbu.atan te.rse.bu.t. Di Indone.sia te.rdapat U.ndang-U.ndang Nomor 1 

Tahu.n 2024 te.ntang atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 

Informasi dan Transaksi E.le.ktronik yang digu.nakan u.ntu.k me.ngakomodasi 

pe.rbu.atan di du.nia maya. Se.te.lah U.U. ITE. be.rlaku. diharapkan tindak pidana sibe.r 

dapat dise.le.saikan de.ngan me.madai. Pe.rke.mbangan cybe.rbu.llying me.lalu.i situ.s-

situ.s je.jaring sosial te.ru.s me.ningkat ju.mlahnya, Hal ini me.nu.nju.kkan pe.rlu. adanya 

ke.bijakan u.mu.m dan u.paya pe.rlindu.ngan yang le.bih spe.sifik me.nge.nai 

cybe.rbu.llying. 

 

 

 

 

 

Hu.ku.m di Indone.sia, me .nge.nai ke.te.ntu.an cybe.rbu.llying diatu.r dalam U.ndang-

U.ndang Nomor 1 Tahu.n 2008 te.ntang Informasi dan Transaksi E.le.ktronik (“U.U. 

ITE .”) dan pe.ru.bahannya. Adapu.n Pasal 27 ayat (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1) dan 

(3) U.U. ITE. se.le.ngkapnya be.rbu.nyi:  

Pasal 27 ayat (3) U.U. ITE. : 
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“Se.tiap Orang de.ngan se.ngaja, dan tanpa hak me.ndistribu.sikan dan/atau. 

me.ntransmisikan dan/atau. me.mbu.at dapat diakse .snya Informasi E .le.ktronik 

dan/atau. Doku.me.n E.le.ktronik yang me.miliki mu.atan pe.nghinaan dan/atau . 

pe.nce.maran nama baik”.  

Pasal 27 ayat (4) U.U. ITE. : 

“Se.tiap Orang de.ngan se.ngaja dan tanpa hak me.ndistribu.sikan dan/atau. 

me.ntransmisikan dan/atau. me.mbu.at dapat diakse .snya Informasi E .le.ktronik 

dan/atau. Doku.me.n E.le.ktronik yang me.miliki mu.atan pe.me.rasan dan/atau . 

pe.ngancaman.” 

Pasal 29 ayat (1) UU ITE 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi 

ancaman.” 

Pasal 29 ayat (2) UU ITE 

 “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan 

atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp750.000.000,00.” 

 

Pe.nje.lasan Pasal 27 ayat (3) dan (4), Pasal 29 Ayat (1) dan (2) U.ndang-U.ndang 

Nomor 1 Tahu.n 2024 te.ntang Pe.ru.bahan kedua Atas U.ndang-U .ndang Nomor 11 

Tahu.n 2008 te.ntang Informasi dan Transaksi E.le.ktronik dise.bu.tkan ke.du.a 
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ke.te.ntu.an di atas haru.s me.ru.ju.k ke.mbali pada u.nsu.r-u.nsu.r tindak pidana 

pe.nce.maran nama baik dan/atau. fitnah se.rta pe.me.rasan dan/atau. pe.ngancaman 

dalam Kitab U.ndang-U.ndang Hu.ku.m Pidana (“KU.HP”).  

Be.rdasarkan u .raian di atas pe.nu.lis te.rtarik u.ntu.k me.laku.kan pe.ne.litian de.ngan 

ju.du.l “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK 

PIDANA CYBERBULLYING DI INDONESIA” 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Be.rdasarkan u.raian latar be.lakang di atas, Pe.nu.lis me.ngambil be.be.rapa 

ru.mu.san masalah se.bagai be.riku.t :  

1. Bagaimana pe.rlindu.ngan hu.ku.m te.rhadap korban tindak pidana Cybe.rbu.llying 

di Indone .sia? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban Cyberbullying di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tu.ju.an dari pe.ne.litian ini u.ntu.k me.ncari : 

1. Me.nge.tahu.i pe.rlindu.ngan hu.ku.m te.rhadap korban tindak pidana Cybe.rbu.llying 

di Indone .sia. 
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2. Me.nge.tahu.i bagaimana perlindungan anak korban tindak pidana cybe.rbu.llying 

di Indone .sia. 

D.  Kegunaan Penelitian 

Ke.gu.naan Pe.ne.litian diharapkan dapat dipe.rgu.nakan baik se.cara te.oritis 

mau.pu.n praktis. 

1. Ke.gu.naan Te.oritis  

a. Su.mbangan pe.mikiran gu.na pe.nge.mbangan ilmu. hu.ku.m baik yang 

be.rsifat u.mu.m mau.pu.n yang be.rsifat khu.su.s. 

b. Syarat u .ntu.k me.nye.le.saikan stu.di strata satu. (S-1) di Faku.ltas Hu.ku.m 

U.nissu.la.  

 

 

2. Ke.gu.naan Praktis  

a. Masyarakat agar le.bih me.mpe.rhatikan dan be.rpe.ran se.rta dalam hu.ku.m 

pidana khu.su.snya pe.nanggu.langan cybe.rbu.llying di Indone .sia. 

b. Ke.pe.ntingan mahasiswa se.ndiri me.nambah pe.ngalaman dan 

pe.nge.tahu.an se.hingga nantinya dapat be .rpartisipasi dalam pe.nce.gahan 

cyberbullying di Indonesia. 

 

 

E. Terminologi 

1. Perlindungan Hukum 
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Pe.rlindu.ngan Hu.ku.m adalah tindakan atau. u.paya u.ntu.k me.lindu.ngi 

masyarakat dari pe.rbu.atan se.we.nang-we.nang ole.h pe.ngu.asa yang tidak se.su.ai 

de.ngan atu.ran hu.ku.m, u.ntu.k me.wu.ju .dkan ke.te.rtiban dan ke.te.ntraman 

se.hingga me.mu.ngkinkan manu.sia u.ntu .k me.nikmati martabatnya se.bagai 

manu.sia.6 

2. Hukum Pidana 

 Hu.ku.m Pidana diartikan se.bagai su.atu. ke.te.ntu.an hu.ku.m/u.ndang-u.ndang 

yang me.ne.ntu.kan pe.rbu.atan yang dilarang/pantang u.ntu.k dilaku .kan dan 

ancaman sanksi te.rhadap pe.langgaran larangan te.rse.bu.t. Banyak ahli 

be.rpe.ndapat bahwa Hu.ku.m Pidana me.ne.mpati te.mpat te.rse.ndiri dalam 

siste.mik hu.ku .m, hal ini dise.babkan kare.na hu.ku.m pidana tidak me.ne.mpatkan 

norma te.rse.ndiri, akan te.tapi me.mpe.rku.at norma-norma di bidang hu .ku.m lain 

de.ngan me.ne.tapkan ancaman sanksi atas pe.langgaran norma-norma di bidang 

hu.ku.m lain te.rse.bu.t.7 

3. Korban 

Korban adalah me.re.ka yang me.nde.rita jasmaniah dan rohaniah se.bagai akibat 

tindakan orang lain yang me.ncari pe.me.nu.han ke.pe.ntingan diri se.ndiri atau. 

orang lain yang be.rte.ntangan de.ngan ke.pe.ntingan hak asasi pihak yang di 

ru.gikan.8 

4. Penanggulangan 

                                                           
6 Setiono, Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, 2014, hal. 3 
7 M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3 
8 Arif Gosita , masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hal. 63 



 

10 
 

Pe.nanggu .langan be.rasal dari kata dasar nanggu.lang. Pe.nanggu.langan 

adalah se.bu.ah homonim kare.na arti-artinya me.miliki e.jaan dan pe.lafalan yang 

sama te.tapi maknanya be.rbe.da. Pe.nanggu.langan me.miliki arti dalam ke.las 

ve.rba atau. kata ke.rja se.hingga pe.nanggu.langan dapat me.nyatakan su.atu. 

tindakan u.ntu .k me.nghadapi atau. me.ngatasi.9 Pe.nanggu.langan dalam pe.ne.litian 

ini te.rfoku.s dalam pe.nanggu.langan ke.jahatan. Pe.nanggu.langan ke.jahatan pada 

hakikatnya me.ru.pakan bagian inte.gral dari u.paya pe.rlindu.ngan masyarakat 

(social de.fe.nce.) dan u.paya me.ncapai ke.se.jahte.raan (social we.lfare.). Ke.bijakan 

pe.nanggu.langan ke .jahatan atau. bisa dise.bu.t ju.ga politik kriminal me.miliki 

tu.ju.an akhir atau. tu.ju.an u.tama yaitu. “pe.rlindu.ngan masyarakat u.ntu.k me.ncapai 

ke.se.jahte.raan masyarakat”. Ke.bijakan pe.nanggu.langan ke.jahatan (criminal 

policy) itu. se.ndiri me.ru.pakan bagian dari ke.bijakan pe.ne.gakan hu.ku.m (law 

e.nforce.me.nt policy).10  

5. Cyberbullying 

 Cybe.rbu.llying me.ru.pakan be.ntu.k tindakan bu.lly yang dilaku.kan 

me.nggu.nakan me.dia e.le.ktronik yang mana jika me.lihat fe.nome.nanya se.karang 

yakni me.lalu .i sosial me.dia, yang sifatnya me.ngintimidasi atau. me.ngancam 

ke.pe.ntingan atau. ke.te.nangan orang yang be.rsangku.tan. Kare.na bu.llying 

ide.ntik de.ngan pe.rbu.atan se.cara langsu.ng, maka cybe.rbu.llying ini tidak haru.s 

se.cara langsu .ng dirasakan namu.n bisa dilaku.kan dimanapu.n dalam jarak 

                                                           
9 https://kbbi.web.id/tanggulang diakses pada tanggal 3 Januari 2025 Pukul 09.03 WIB 
10 Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2 

https://kbbi.web.id/tanggulang
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se.jau.h apapu .n kare.na basisnya me.nggu .nakan me.dia dan me.miliki dampak 

yang sama pada korbannya..11 

6. Indonesia 

Indone.sia, dise.bu.t ju.ga de.ngan Ne.gara Ke.satu.an Re.pu.blik Indone.sia 

(NKRI) atau. hanya Re.pu.blik Indone.sia (RI) adalah ne.gara di Asia Te.nggara 

yang dilintasi garis khatu.listiwa dan be.rada di antara daratan be.nu.a Asia dan 

Au.stralia, se.rta antara Samu.dra Pasifik dan Samu.dra Hindia. Indone.sia adalah 

ne.gara ke.pu.lau.an te.rbe.sar di du.nia yang te.rdiri dari 17.504 pu.lau.. Nama 

alte.rnatif yang biasa dipakai adalah Nu .santara. De.ngan popu.lasi me.ncapai 

270.203.917 jiwa pada tahu.n 2020, Indone.sia me.njadi ne.gara be.rpe .ndu.du.k 

te.rbe.sar ke.e.mpat di du.nia dan ne.gara be.rpe.ndu.du.k Mu.slim te.rbe.sar di du.nia, 

de.ngan pe.nganu.t le.bih dari 230 ju.ta jiwa.12 

F. Metode Penelitian 

Me.tode. Pe.ne.litian adalah su.atu. cara ilmiah yang digu.nakan u.ntu.k me.mpe.role.h 

data yang valid de.ngan tu.ju.an dapat dike.mbangkan, dan dibu.ktikan de.ngan 

pe.nge.tahu.an te.rte.ntu. se.hingga nantinya dapat digu.nakan u.ntu.k me.mahami, 

me.me.cahkan, dan me.ngantisipasi masalah dalam bidang te.rte.ntu.. Me.tode. 

pe.ne.litian me.ngandu.ng u.raian te.ntang pe.nde.katan spe.sifikasi, su.mbe.r data dan 

mate.ri pe.ne.litian, alat, lokasi dan su.bye .k pe.ne.litian se.rta analisis data pe.ne.litian. 

 

                                                           
11 https://ketik.unpad.ac.id/posts/3012/fenomena-cyberbullying-di-indonesia-6 diakses pada 

tanggal 3 Januari 2025, Pukul 11.08 WIB 
12 Ricklefs, Merle Calvin, 2001, A history of modern Indonesia since c. 1200, edisi ke-3, 

Palgrave, Stanford, hal. 379 

https://ketik.unpad.ac.id/posts/3012/fenomena-cyberbullying-di-indonesia-6
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1. Metode Pendekatan Penelitian 

Me.tode. pe.nde.katan yang digu.nakan dalam pe.ne.litian ini adalah me.tode. 

pe.nde.katan yu.ridis normatif adalah su.atu. pe.ne.litian yang se.cara de.du.katif 

dimu.lai analisis te.rhadap Pasal-Pasal dalam pe.ratu.ran Pe.ru.ndang-U.ndangan 

yang me.ngatu .r te.rhadap pe.rmasalahan diatas. Pe.ne.litian hu.ku.m se.cara yu.ridis 

me.ru.pakan pe.ne.litian yang me.ngacu. pada stu.di ke.pu.stakaan yang ada atau. 

te.rhadap data sku.nde.r yang digu.nakan. Se.dangkan be .rsifat normatif 

maksu.dnya pe.ne.litian hu.ku.m yang be.rtu .ju.an u.ntu.k me.mpe.role.h pe.nge.tahu.an 

normatif te.ntang hu.bu.ngan Antara su.atu. pe.ratu.ran de.ngan pe.ratu.ran lain dan 

pe.ne.rapan dalam prakte.knya.13 

2. Spesifikasi Penelitian  

Spe.sifikasi pe.ne.litian ini me.nu.nju.kan pe.ne.litian be.rsifat de.skriptif 

analisis, yaitu. su.atu. pe.ne.litian yang dilaku.kan de.ngan me.nggambarkan 

ke.nyataan-ke.nyataan yang ada atau. ke.giatan yang dilaku.kan ole.h obye.k yang 

dite.liti. Pe.ne.litian yang be.rsifat de.skritif me.ru.pakan salah satu. je.nis pe.nilitian 

yang tu.ju.annya u.ntu.k me.nyajikan gambaran le.ngkap me.nge.nai su.atu. 

fe.nome.na ke.nyataan sosial, de.ngan je .las me.ndiskripsikan se.ju.mlah variable. 

de.ngan masalah yang dite.liti. Ke.giatan-ke.giatan dalam hal ini adalah ke.giatan-

ke.giatan u.ntu .k me.ne.liti ke.bijakan formu.lasi hu.ku.m pidana dalam hu.ku.m 

pidana dalam pe.nanggu.langan cybe.rbu.llying di Indone.sia. 

 

                                                           
13 Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hal. 97 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Pe.ne.litian ini me.nggu.nakan me.tode. pe.nde.katan yu.ridis normatif maka 

data yang digu.nakan adalah je.nis data se.ku.nde.r, yang diambil de.ngan cara 

stu.di pu.staka dan stu.di doku.me.ntasi. Data se.ku.nde.r yang dipakai dalam 

pe.ne.litian ini te.rdiri dari 

a. Bahan Hu.ku.m Prime.r 

 

Bahan hu.ku.m prime.r me.ru.pakan bahan hu.ku.m yang be.rsifat 

au.toritatif be.ru.pa pe.ratu.ran pe.ru.ndang-u.ndangan. Pe.ratu.ran 

pe.ru.ndang-u .ndangan yang digu.nakan adalah pe.ratu.ran pe.ru.ndang- 

u.ndangan yang me.miliki kaitan de.ngan pe.ne.litian yang dilaku.kan14 

Bahan hu.ku.m prime.r yang dipe.rgu .nakan dalam pe.ne.litian ini adalah 

se.bagai be.riku.t : 

1) U.ndang–U.ndang Dasar Ne.gara Ke.satu.an Re.pu.blik Indone .sia 1945. 

 

2) Kitab U.ndang-U.ndang Hu.ku.m Pidana 

3) Kitab U.ndang-U.ndang Hu.ku.m Acara Pidana. 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua 

U.ndang-u.ndang No. 11 tahu.n 2008 te.ntang Informasi dan 

Transaksi E.le.ktronik. 

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

                                                           
14 https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/, 

diakses pada Tanggal 2 Januari 2025, pukul 11.18 WIB 
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Anak. 

b. Bahan Hu.ku.m Se.ku.nde.r 

 

Bahan hu.ku .m se.ku.nde.r yaitu . bahan hu.ku.m yang tidak me.ngikat 

te.tapi me.nje.laskan me.nge.nai bahan hu.ku.m prime.r yang me.ru.pakan hasil 

olahan pe.ndapat atau. pikiran para pakar atau. ahli yang me.mpe.lajari su.atu. 

bidang te.rte.ntu. se.cara khu.su.s yang akan me.mbe.rikan pe.tu.nju.k ke. mana 

pe.ne.liti akan me.ngarah.15 Bahan hu.ku.m se.ku.nde.r yang dipe.rgu.nakan 

dalam pe.ne.litian ini adalah hu.ku .m-hu.ku.m karya ilmiah, makalah-

makalah, doktrin atau. pe.ndapat para ahli hu.ku.m yang te.rkait de.ngan 

pe.rmasalahan yang se .dang dikaji. 

c. Bahan Hu.ku.m Te .rsie.r 

Bahan hu.ku.m te.rsie.r yaitu. bahan hu.ku.m yang me.ru.pakan pe.le.ngkap 

yang sifatnya me.mbe.rikan pe.tu.nju.k atau. pe.nje.lasan tambahan te.rhadap 

bahan hu.ku.m prime.r dan se.ku.nde.r. Bahan hu.ku.m te.rsie.r yang te.rdapat 

dalam pe.ne.litian misalnya kamu.s hu.ku.m, kamu.s be.sar bahasa 

Indone.sia.16 

4. Metode Pengumpulan Data 

Me.tode.  Pe.ngu.mpu.lan Data me.ru.pakan su.atu. cara me.mpe.role.h data-data 

yang dipe.rlu .kan dalam pe.ne.litian. Dalam pe.ne.litian ini pe.nu.lis me.nggu.nakan 

me.tode. pe.ngu.mpu.lan data me.lalu.i stu.di lapangan dan stu.di ke.pu.stakaan 

a. Stu.di Pu .staka 

                                                           
15 Ibid 
16 Haris Sudirman Lubis, Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program 

Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam, Skripsi, Universitas 

Internasional Batam, Batam, 2018,  hlm.68 
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Pe.ngu.mpu.lan bahan hu.ku.m dalam pe.ne.litian stu.di pu.staka adalah 

te.knik doku.me.nte.r, yaitu. diku.mpu.lkan dari te.laah arsip atau. stu.di 

pu.staka se.pe.rti, bu.ku.-bu.ku., makalah, artike.l, majalah, ju.rnal, koran, atau. 

karya para pakar.17 

b. Stu.di Doku.me.ntasi 

Stu.di doku.me.ntasi dilaku.kan de.ngan cara me.ngu .mpu.lkan, 

me.nganalisis doku.me.n-doku.me.n, catatan-catatan yang pe.nting dan 

be.rhu.bu .ngan se.rta dapat me.mbe.rikan data-data u.ntu.k me.me.cahkan 

pe.rmasalahan dalam pe.ne.litian.  

Me.nu.ru.t Su.giyono me.nde.finisikan me.nge.nai stu.di doku.me.ntasi 

bahwa Doku.me.n me.ru.pakan catatan pe.ristiwa yang su.dah be.rlalu.. 

Doku.me.n bisa be.rbe.ntu.k tu.lisan, gambar, atau . karya- karya monu.me.ntal 

dari se.se.orang. Doku.me.n yang be.rbe .ntu.k tu.lisan, misalnya catatan 

harian, se.jarah ke.hidu.pan (life. historie.s), ce.rita, biografi, pe.ratu.ran 

ke.bijakan. 18 

5. Metode Penyajian Data 

Data yang dipe.role.h dari pe.ne.litian, ke.mu.dian data te.rse.bu.t akan dite.liti 

ke.mbali. Hal ini gu.na me.njamin data yang dipe.role.h te.rse.bu.t su.dah dapat 

dipe.rtanggu.ngjawabkan se.su.ai de.ngan ke.nyataan. Se.lanju.tnya data dianalisis, 

disu.su.n se.cara siste.matis dan disajikan dalam be.ntu.k skripsi. 

6. Metode Analisis Data  

                                                           
17  Lexy J. Meleong, 2010, Metodologi penelitian kualitatif, PT. Remaja Rodakarya, 

Bandung,  hal.186 
18 Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung, 

hal. 240 
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Me.tode. analisis data dilaku.kan de.ngan me.nghimpu.n data me.lalu.i 

pe.ne.laahan bahan ke.pu.stakaan atau. data se.ku.nde.r yang me.lipu.ti bahan hu.ku.m 

prime.r, bahan hu.ku.m se.ku.nde.r, baik be .ru.pa doku.me.n-doku.me.n mau.pu.n 

pe.ratu.ran pe.ru .ndang-u.ndangan yang be.rlaku.. 

Bahan hu .ku.m yang te.lah te.rku.mpu.l akan dianalisis, dalam pe.ne.litian ini 

me.nggu.nakan me.tode. analisis data ku.alitatif yaitu. analisa te.rhadap data yang 

tidak bisa dihitu.ng. Bahan hu.ku.m yang dipe.role.h se.lanju.tnya dilaku.kan 

pe.mbahasan, pe.me.riksaan dan pe.nge .lompokan ke. dalam bagian-bagian 

te.rte.ntu. u.ntu.k diolah me.njadi data informasi. 

G. Sistematika Penulisan 

Pe.nu.lisan skripsi ini agar me.mpe.rmu.dah dan me.mpe.rje.las pe.mbahasan, 

pe.nu.lis akan me.nyu.su.n se.cara siste.matis se.bagai be.riku.t : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini me.ngu.raikan te.ntang Latar Be.lakang, Ru.mu.san 

Masalah, Tu.ju.an Pe.ne.litian, Manfaat Pe.ne.litian, 

Te.rminologi, Me.tode. Pe.ne.litian, Siste.matika Pe.nu.lisan, 

Jadwal Pe.ne.litian dan Daftar Pu.staka. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjau.an pu.staka ini be.risi landasan te.oritis hasil stu.di 

ke.pu.stakaan yang me.ngacu. pada pokok-pokok 

pe.rmasalahan yang te.lah diu.raikan pada bab I, dalam bab II 

ini be.risikan te.ori-te.ori yang be.rkaitan de .ngan masalah 
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yang akan dite.liti, yaitu. tinjau.an u.mu.m te.ntang hu.ku.m 

pidana, tinjau.an u.mu .m te.ntang cybe.rbu.llying, tinjau.an 

u.mu.m te.ntang pe.rlindu.ngan hu.ku.m  se.rta bu.llying dalam 

pe.rspe.ktif Islam. 

 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan diu.raikan me.nge.nai hasil-hasil pe.ne.litian 

me.nge.nai hu.ku.m pidana dalam pe.nanggu.langan 

cybe.rbu.llying di Indone.sia se.rta pe.mbaharu.an hu.ku.m 

pidana dalam pe.nanggu.langan cybe.rbu.llying di Indone.sia. 

 BAB IV PENUTUP 

Bab ini be.risi me.nge.nai ke.simpu.lan dari hasil pe.ne.litian dan 

pe.mbahasan se.rta saran masu.kan bagi para pihak dalam 

prose.s pe.mbahasan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana 

1. Hukum Pidana 

Pe.nge.rtian hu.ku.m sampai saat ini be.lu.m ada yang pasti. Atau. de.ngan kata 

lain, be.lu.m ada se.bu.ah pe.nge.rtian hu.ku.m yang dijadikan standar dalam 

me.mahami makna dan konse.p hu.ku.m. 19  Notohamidjojo me.nde.finisikan 

hu.ku.m adalah se.bagai ke.se.lu.ru.han pe.ratu.ran yang te .rtu.lis dan tidak te.rtu.lis 

yang biasanya be.rsifat me.maksa, u.ntu.k ke.laku.an manu.sia dalam masyarakat 

ne.gara (se.rta antar ne.gara), yang me.ngarah ke.pada ke.adilan, de.mi te.rwu.ju.dnya 

tata damai, de.ngan tu.ju.an me.manu.siakan manu.sia dalam masyarakat. 20 

Se.dangkan me.nu.ru.t Soe.darto pidana adalah pe.nde.ritaan yang se.ngaja di 

be.bankan ke.pada orang yang me.laku.kan pe.rbu.atan yang me.me.nu.hi syarat-

syarat te.rte .ntu ..21 

W.L.G Le.maire. me.mbe.rikan pe.nge.rtian me.nge.nai hu.ku.m pidana itu . 

te.rdiri dari norma-norma yang be.risi ke.haru.san-ke.haru.san dan 

laranganlarangan yang (ole.h pe.mbe.ntu .k u.ndang-u.ndang) te.lah dikaitkan 

de.ngan su.atu . sanksi be.ru.pa hu.ku.man, yakni su.atu. pe.nde.ritaan yang be.rsifat 

khu.su.s. De.ngan de.mikian dapat ju.ga dikatakan, bahwa hu.ku.m pidana itu. 

me.ru.pakan su .atu. siste.m norma-norma yang me.ne.ntu.kan te.rhadap tindakan-

                                                           
19 Ranidar Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan 

Kesadaran Hukum Warga Negara, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003,hlm 6.  
20 O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm 

121  
21 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

2005, hlm. 2 
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tindakan yang mana (hal me.laku.kan se.su.atu. atau. tidak me.laku.kan se.su.atu. 

dimana te.rdapat su.atu. ke.haru.san u.ntu .k me.laku.kan se.su.atu.) dan dalam 

ke.adaaan-ke.adaan bagaimana yang dapat dijatu.hkan bagi tindakan-tindakan 

te.rse.bu.t.22 

Hu.ku.m Pidana de.ngan de.mikian diartikan se.bagai su.atu. ke.te.ntu.an 

hu.ku.m/u.ndang-u.ndang yang me.ne.ntu.kan pe.rbu.atan yang dilarang/pantang 

u.ntu.k dilaku.kan dan ancaman sanksi te.rhadap pe.langgaran larangan te.rse.bu.t. 

Banyak ahli be.rpe.ndapat bahwa Hu.ku.m Pidana me.ne.mpati te.mpat te.rse.ndiri 

dalam siste.mik hu.ku.m, hal ini dise.babkan kare.na hu.ku.m pidana tidak 

me.ne.mpatkan norma te.rse.ndiri, akan te.tapi me.mpe.rku.at norma-norma di 

bidang hu.ku.m lain de.ngan me.ne.tapkan ancaman sanksi atas pe.langgaran 

norma-norma di bidang hu.ku.m lain te.rse.bu.t.23 Pe.nge.rtian diatas se.su .ai de.ngan 

asas hu.ku.m pidana yang te.rkandu.ng dalam Pasal 1 ayat 1 KU.HP dimana 

hu.ku.m pidana be.rsu.mbe.r pada pe.ratu.ran te.rtu.lis (u.ndang-u.ndang dalam arti 

lu.as) dise.bu.t ju.ga se.bagai asas le.galitas. Be.rlaku.nya asas le.galitas me.mbe.rikan 

sifat pe.rlindu .ngan pada u.ndang-u.ndang pidana yang me.lindu.ngi rakyat 

te.rhadap pe.laksanaan ke.ku.asaan yang tanpa batas dari pe.me.rintah. 

Karakte .ristik hu.ku.m adalah me.maksa dise.rtai de.ngan ancaman dan sanksi. 

Te.tapi hu.ku.m bu.kan dipaksa u.ntu.k me.mbe.narkan pe.rsoalan yang salah, atau. 

me.maksa me.re.ka yang tidak be.rke.du.du.kan dan tidak be.ru.ang. Agar pe.ratu.ran-

pe.ratu.ran hidu.p ke.masyarakatan be .nar-be.nar dipatu.hi dan ditaati se.hingga 

                                                           
22 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, 

hlm 1-2 
23 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 

3  
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me.njadi kaidah hu.ku.m, maka pe.ratu.ran ke.masyarakatan te.rse.bu.t haru.s 

dile.ngkapi de.ngan u.nsu.r me.maksa. De.ngan de.mikian, hu.ku.m me.mpu .nyai sifat 

me.ngatu.r dan me.maksa se.tiap orang su.paya me.ntaati tata te.rtib dalam 

masyarakat se.rta me .mbe.rikan sanksi yang te.gas (be.ru.pa hu.ku.man) te.rhadap 

siapa saja yang tidak mau. me.matu.hinya.24 

Atu.ran-atu.ran yang ada be.rsifat me.ngatu.r dan me.maksa anggota 

masyarakat u .ntu.k patu.h dan me.naatinya, akan me.ye.babkan te.rjadinya 

ke.se.imbangan dan ke.damaian dalam ke.hidu.pan me.re.ka. Para pakar hu.ku.m 

pidana me.ngu.tarakan bahwa tu.ju.an hu .ku.m pidana adalah pe .rtama, u.ntu.k 

me.naku.t-naku .ti orang agar jangan sampai me.laku.kan ke.jahatan (pre.ve.ntif). 

Ke.du.a, u.ntu .k me.ndidik atau. me.mpe.rbaiki orang-orang yang su.dah 

me.nandakan su.ka me.laku.kan ke.jahatan agar me.njadi orang yang baik 

tabi’atnya (re.pre.sif).25 

2. Tindak Pidana 

Tindak pidana me.ru.pakan istilah te.rje.mahan dari strafbaarfe.it, di dalam 

kitab U.ndang-U.ndang Hu.ku.m Pidana (KU.HP) tidak te.rdapat pe.nje.lasan yang 

dimaksu.d strafbaarfe.it itu. se.ndiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan 

de.ngan de.lik, yang be.rasal dari bahasa Latin yakni kata de.lictu.m. 

Tindak pidana yang dalam Bahasa Be.landa dise.bu.t strafbaarfe.it, te.rdiri 

atas tiga su.ku. kata yaitu. straf yang diartikan se.bagai pidana dan hu.ku.man, baar 

                                                           
24 Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai 

Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 25-26 
25 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2003, hlm 20 
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diartikan se.bagai dapat dan bole.h, dan  fe.it yang diartikan se.bagai tindak, 

pe.ristiwa, pe.langgaran dan pe.rbu.atan.  

Pe.nge.rtian tindak pidana dalam kitab U.ndang-u.ndang Hu.ku.m Pidana 

(KU.HP) dike.nal de.ngan istilah strafbaarfe.it dan dalam ke.pu.tu.san te.ntang 

hu.ku.m pidana se.ring me.mpe.rgu.nakan de.lik, se.dangkan pe.mbu.at u.ndang 

u.ndang me.ru.mu.skan su.atu. u.ndang-u.ndang me.mpe.rgu.nakan istilah pidana atau. 

pe.rbu.atan pidana atau . tindakan pidana.  

Moe.ljatno, u.nsu.r atau. pe.rbu.atan pidana ( tindak pidana ) adalah : 26 

a. Ke.laku.an dan akibat 

b. Hal ikhwal atau. ke.adaan yang me.mye .rtai pe .rbu.atan 

c. Ke.adaan tambahan yang me.mbe.ratkan pidana 

d. U.nsu.r me.lawan hu.ku.m yang obje.ktif;  

e. U.nsu.r me.lawan hu.ku.m yang su.bje.tif.  

U.nsu.r (a) ke.laku.an dan akibat, u.ntu.k adanya pe.rbu.atan pidana biasanya 

dipe.rlu.kan pu.la adanya (b) Hal ikhwal atau. ke.adaan te.rte.ntu. yang me .nye .rtai 

pe.rbu.atan, dimana hal ikhwal dibagi dalam du.a golongan, yaitu. yang me.nge.nai 

diri  orang yang me.laku.kan pe.rbu.atan dan yang me.nge.nai di lu.ar  diri si pe.laku.. 

 

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Pe.ne.gakan hu.ku.m me.ru.pakan su.atu. u.saha u.ntu.k me.wu.ju.dkan ide.-ide. 

ke.adilan, ke.pastian hu.ku.m dan ke.manfaatan sosial me.njadi ke.nyataan. Jadi 

                                                           
26 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1. 
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pe.ne.gakan hu.ku.m pada hakikatnya adalah prose.s pe.rwu.ju.dan ide.-ide.. 

Pe.ne.gakan hu.ku.m adalah prose.s dilaku.kannya u.paya te.gaknya atau. 

be.rfu.ngsinya norma-norma hu.ku.m se.cara nyata se.bagai pe.doman pe.laku. 

dalam lalu. lintas atau. hu.bu.ngan-hu .bu.ngan hu.ku.m dalam ke.hidu.pan 

be.rmasyarakat dan be.rne.gara. Pe.ne.gakan hu.ku.m me.ru.pakan u.saha u.ntu.k 

me.wu.ju.dkan ide.-ide. dan konse.p-konse.p hu.ku.m yang diharapakan rakyat 

me.njadi ke.nyataan. Pe.ne.gakan hu.ku.m me.ru.pakan su.atu. prose.s yang 

me.libatkan banyak hal.27 

Pe.nge.rtian pe.ne.gakan hu.ku.m pidana dapat diartikan se.bagai 

pe.nye .le.nggaraan hu.ku.m ole.h pe.tu.gas pe.ne.gak hu.ku.m dan ole.h se.tiap orang 

yang me.mpu.nyai ke.pe.ntingan se.su.ai de.ngan ke.we.nangannya masing-masing 

me.nu.ru.t atu.ran atu.ran hu.ku.m yang be.rlaku.. Bila dikaitkan de.ngan pe.ne.gakan 

hu.ku.m pe.nistaan te.rhadap agama, maka saat ini se.haru.snya hu.ku .m dapat 

dite.gakan Pe.ne.gakan hu.ku.m pidana u.ntu .k me.nanggu.langi ke.jahatan mau.pu.n 

pe.langgaran te.rhadap pe.nistaan agama te.rse.bu .t jika dihu.bu.ngan de.ngan 

pe.ndapat Hoe.fnage.ls.28 maka dapat dite.rapkan de.ngan be.be.rapa cara yaitu. : 

a. Pe.ne.rapan hu.ku.m pidana (Criminal law apllication) 

b. Pe.nce.gahan tanpa pidana (Pe.rve.ntion withou.t pu.nishme.nt), dan 

c. Me.mpe.ngaru.hi pandangan masyarakat me.nge.nai ke.jahatan dan 

pe.midanaan le.wat me.dia massa. Pe.ne.gakan hu.ku.m pidana de.ngan nilai 

hu.manistik me.nu.ntu.t pu.la dipe.rhatikannya ide. “Individu.alisasi Pidana” 

                                                           
27 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32 
28 Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang, hlm. 42 
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dalam ke.bijakan hu.ku.m pidana. 

Ide. individu.alisasi pidana ini antara lain me.ngandu.ng be.be.rapa 

karakte.ristik se.bagai be.riku.t :  

a. Pe.rtanggu .ngjawaban pidana be.rsifat pribadi atau. pe.rorangan (Asas 

Pe.rsonal). 

b. Pidana hanya dibe.rikan ke.pada orang yang be.rsalah (Asas Cu .lpabilitas 

“tiada pidana tanpa ke.salahan”). 

c. Pidana haru.s dise.su.aikan de.ngan karakte.ristik dan kondisi pe.laku., ada 

fle.ksibilitas bagi hakim dalam me.milih sanksi pidana (je.nis mau .pu.n be.rat 

ringannya saksi) dan haru.s ada ke.mu.ngkinan modifikasi pidana 

(pe.ru.bahan atau. pe.nye.su.aian) dalam pe.laksanaannya.  

Pe.ne.gakan hu.ku.m pidana me.ru.pakan su.atu.sste.m yang me.nyangku.t 

pe.nye .rasian antara nilai de.ngan kaidah-kaidah se.rta pe.rilaku. nyata masyarakat. 

Kaidah-kaidah te.rse.bu.t ke.mu.dian me.njadi pe.doman atau. patokan bagi 

prilaku..atau. tindakan yang dianggap pantas atau. se.haru.snya. Pe.rilaku. atau. 

sikap itu. be.rtu.ju.an u.ntu.k me.nciptakan, me.me.lihara, dan me.mpe.rtahankan 

ke.damaian. 

Pe.ne.gakan hu.ku.m me.nu.ru.t Jimmly Asshadiqu.e .

29  ju.ga adalah prose.s 

dilaku.kannya u.paya u.ntu.k te.gaknya atau . be.rfu.ngsinya norma-norma hu.ku.m 

se.cara nyata se.bagai pe.doman pe.rilaku . dalam lalu. lintas atau. hu.bu.ngan-

hu.bu.ngan hu.ku.m dalam ke.hidu.pan be.rmasyarakat dan be.rne.gara. Kata lain 

dari pe.ne.gakan hu.ku.m adalah fu.ngsionalisasi hu.ku.m pidana yang 

                                                           
29 http://jimly.com/makalah/  diakses pada tanggal 25 Januari 2025, Pukul 18.46 WIB 

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
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dimaksu.dkan se.bagai su.atu. u.saha u.ntu.k me.nanggu.langi ke.jahatan me.lalu.i 

pe.ne.gakan hu .ku.m pidana yang rasional u.ntu.k me.me.nu.hi rasa ke.adilan dan 

daya gu.na. Me.ne.gakkan hu.ku.m pidana haru.s me.lalu.i be.be.rapa tahap yang 

dilihat se.bagai u.saha atau. prose.s rasional yang se.ngaja dire.ncanakan u.ntu.k 

me.ncapai su.atu. te.rte.ntu. yang me.ru.pakan su.atu. jalinan mata rantai aktifitas 

yang tidak te.rmasu.k be.rsu.mbe.r dari nilai-nilai dan be.rmu.ara pada pidana dan 

pe.midanaan. Me.nu.ru.t pe.nu.lis, hu.ku.m pidana adalah hu.ku.m yang me.lipu.ti 

se.mu.a atu.ran hu.ku.m yang me.ngandu.ng ancaman pidana. Pidana adalah su.atu. 

akibat yang dibe.rikan ke.pada se.se.orang yang te.lah me.nye .babkan se.bab atau. 

ke.jahatan itu. se.ndiri. Pe.nye.bab datang dari be.rbagai cara yang me.nimbu.lkan 

ke.ru.gian padase.bagian masyarakat, maka pe.ngu.asa lah yang dapat 

me.nye .babkan si pe.nye.bab itu. u.ntu.k me.ne.rima akibat yang te.lah dipe.rbu.at 

(hu.ku.man). 

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana 

Pe.ne.gakan hu.ku.m pidana me.lalu.i be.be.rapa tu.ju.an te.rte.ntu.. be.be.rapa 

tahap se.bagai u.saha atau. prose.s rasional yang se.ngaja dire.ncanakan u.ntu.k 

me.ncapai su.atu. tu.ju.an te.rte.ntu.. Tahap-tahap te.rse.bu.t adalah :  

a. Tahap Formu.lasi Tahap pe.ne.gakan hu.ku.m pidana in abstracto ole.h 

badan pe.mbu.at U.ndang-U.ndang yang me.laku.kan ke.giatan me.milih yang 

se.su.ai de.ngan ke.adaan dan situ.asi masa kini dan yang akan datang, 

ke.mu.dian me.ru.mu.skannya.dalam.be.ntu.k.pe.ratu.ran.pe.ru.ndang-

u.ndangan yang paling baik dalam arti me.me.nu.hi syarat ke.adilan dan 

daya gu .na. Tahap ini dise.bu.t de.ngan tahap ke.bijakan le.gislatif. 
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b. Tahap Aplikasi Tahap pe.ne.gakan hu.ku.m pidana (tahap pe.ne.rapan 

hu.ku.m pidana) ole.h aparat pe.ne.gak hu.ku.m, mu.lai dari ke.polisian sampai 

ke. pe.ngadilan. De.ngan de.mikian aparat pe.ne .gak hu.ku.m be .rtu.gas 

me.ne.gakkan se.rta me.ne.rapkan pe.ratu.ran-pe.ratu.ran pe.ru.ndang-u .ndangan 

pidana yang te.lah dibu.at ole.h pe.mbu.at U.ndang-U.ndang, dalam 

me.laksanakan tu.gas ini aparat pe.ne.gak hu.ku.m haru.s be .rpe.gang te.gu.h 

pada nilai-nilai ke.adilan dan gu.na. Tahap 

ini.dise.bu.t.se.bagai/tahap/yu .dikatif. 

c. Tahap E.kse.ku.si Tahap pe.ne.gakan pe.laksanaan hu.ku.m se.rta se.cara 

konkre.t ole.h aparat-aparat pe.laksana pidana. Pada tahap ini aparat- aparat 

pe.laksana pidana be.rtu.gas me.ne.gakkan pe.ratu.ran pe.ru.ndang- u .ndangan 

yang te.lah dibu.at ole.h pe.mbu.at U.ndang-U.ndang me.lalu.i pe.ne.rapan 

pidana yang te.lah dite.rapkan dalam pu.tu.san pe.ngadilan. 

De.ngan de.mikian prose.s pe.laksanaan pe.midanaan yang te.lah dite.tapkan 

dalam pe.ngadilan, aparat-aparat pe.laksana pidana itu. dalam pe.laksanaan 

tu.gasnya haru .s be.rpe.doman pada pe.ratu.ran pe.ru.ndang-u.ndangan pidana yang 

te.lah dibu.at ole.h pe.mbu.at U.ndang-U.ndang dan U.ndang-U.ndang daya gu.na.30 

Ke.tiga tahap pe.ne.gakan hu.ku.m pidana te.rse.bu.t, dilihat se.bagai  su.atu. 

u.saha atau. prose.s rasional yang se.ngaja dire.ncanakan u.ntu.k me.ncapai su.atu. 

tu.ju.an te.rte.ntu.. Je.las haru.s me.ru.pakan jalinan mata rantai aktivitas yang 

                                                           
30 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, 

Jakarta, hlm. 157 
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te.rpu.tu.s yang be.rsu.mbe.r dari nilai-nilai dan be.rmu.ara pada pidana dan 

pe.midanaan.31 

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum 

Pe.ne.gakan hu.ku.m dapat diartikan pada pe.nye.le.nggaraan hu .ku.m ole.h 

pe.tu.gas pe.ne.gakan hu.ku.m dan se.tiap orang yang me.mpu.nyai ke.pe.ntingan dan 

se.su.ai ke.we.nangannya masing-masing me.nu.ru.t atu.ran hu.ku.m yang be.rlaku.. 

De.ngan de.mikian pe.ne.gakan hu.ku.m me.ru.pakan su.atu. siste.m yang 

me.nyangku.t su.atu. pe.nye.rasian antara lain dan kaidah se.rta pe.rilaku. nyata 

manu.sia. Kaidah-kaidah te.rse.bu.t ke.mu.dian me.njadi pe.doman atau . patokan 

bagi pe.rilaku . atau. tindakan yang dianggap pantas atau. se.haru.snya, pe.rilaku. 

atau. sikap tindak itu. be.rtu.ju.an u.ntu.k me.nciptakan, me.me.lihara, 

me.mpe.rtahankan ke.damaian. Pe.ne.gakan Hu.ku.m me.ru.pakan su.atu. u.saha u.ntu.k 

me.wu.ju.dkan ide. ide. ke.pastian hu.ku.m, ke.manfaatan sosial dan ke.adilan 

me.njadi ke.nyataan. Prose.s pe.rwu.ju.dan ke.tiga ide. inilah yang me.ru.pakan 

hake.kat dari pe.ne.gakan hu.ku.m.32 

Ganggu .an te.rhadap pe.ne.gakan hu .ku.m mu.ngkin te.rjadi, apabila ada 

ke.tidakse.rasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola pe.rilaku.. Gangu.an 

te.rse.bu.t timbu.l apabila te.rjadi ke.tidakse.rasian antara nilai-nilai yang 

be.rpasangan, yang me.nje.lma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiu.r dan pola 

pe.rilaku. yang tidak te.rarah yang me.nggangu. ke.damaian pe.rgau.lan hidu.p. 

                                                           
31 Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hlm. 15 
32 Satipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15 
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Soe.rjono Soe.kanto me.nyatakan bahwa ada be.be.rapa faktor pe.nghambat dalam 

pe.ne.gakkan hu.ku.m, yaitu.:33 

a. Faktor Pe.ru.ndang-u .ndangan Adanya be.be.rapa asas dalam U.ndang- 

U.ndang yang tu.ju.annya agar U.ndang-U.ndang te.rse.bu.t me.mpu.nyai 

dampak positif. Artinya, agar U.ndang-U.ndang te.rse.bu.t me.ncapai 

tu.ju.annya se.cara e.fe.ktif dalam ke.hidu.pan masyarakat. 

b. Faktor pe.ne.gak hu.ku.m Pe.ne.gak hu.ku.m me.mpu.nyai ke.du .du .kan dan 

pe.ranan. Pe.ne.gak hu.ku.m me.ru.pakan salah satu. pilar te.rpe.nting dalam 

prose.s pe.ne.gakkan hu.ku.m, se.ring me.laku.kan be.rbagai tindakan yang 

be.rte.ntangan de.ngan ke.te.ntu.an hu.ku.m se.hingga me.nimbu.lkan be.rbagai 

masalah. 

c. Faktor sarana atau. fasilitas yang me.ndu.ku.ng pe.ne.gakkan hu.ku.m 

pe.ne.gakkan hu.ku.m tidak mu.ngkin be.rjalan de.ngan lancar tanpa adanya 

faktor sarana atau. fasilitas. Sarana atau. fasilitas te.rse.bu.t antara lain 

te.naga manu.sia yang be.rpe.ndidikan dan te.rampil, organisasi yang baik, 

pe.ralatan yang me.madai dan ke.u.angan yang cu.ku .p. 

d. Faktor masyarakat Pe.ne.gakkan hu.ku.m be.rasal dari masyarakat. 

Be.rtu.ju .an u.ntu.k me.ncapai ke.damaian dalam masyarakat, ole.h kare.na itu. 

dipandang dari su.du.t te.rte.ntu. masyarakat dapat me.mpe.ngaru.hi 

pe.ne.gakkan hu.ku.m. 

Faktor ke.bu.dayaan Ke.bu.dayaan hu .ku.m masyarakat me.ru.pakan su.atu. 

prose.s inte.rnalisasi nilai-nilai dalam rangka me.mahami hu.ku.m dan be.ru.paya 

                                                           
33 Ibid, hlm. 34-40 
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u.ntu.k me.ne.rapkannya se.cara baik de.mi ke.pe.ntingan be.rsama. Ke.bu.dayaan pada 

dasarnya me.ncaku.p nilai-nilai yang me.ndasari hu.ku.m yang be.rlaku., nilai-nilai 

yang me.ru.pakan konse.psi abstrak me.nge.nai apa yang dianggap baik dan apa 

yang dianggap bu.ru.k.34  

C. Tinjauan Tentang Cyberbullying 

1. Pengertian Cyberbullying 

Cybe.rbu.llying atau. Bu.llying e.le.ktronik me.ru.pakan pe.rilaku. Bu.llying yang 

dilaku.kan me.lalu.i sarana e.le.ktronik se.pe.rti compu.te.r, handphone., inte.rne.t, 

we.bsite., chatting room, e.mail, SMS dan se.bagainya. Biasanya ditu.nju.kan 

u.ntu.k me.ne.ror korban de.ngan me.nggu.nakan tu.lisan, animasi, gambar dan 

re.kaman vide.o atau. film yang sifatnya me.ngintimidasi, me.nyakiti atau . 

me.nyu.du.tkan. 

Bu.llying pada dasarnya dikate.gorikan ke. dalam kontak fisik antara pe.laku . 

dan korban se.pe.rti me.mu.ku.l dan me.ndorong atau.pu.n kontak psikis yakni 

me.nge.je.k, me.ngancam, dan be.rkata kasar se.cara langsu.ng. Namu .n kare.na 

bu.llying me.ngalami pe.rke.mbangan akibat ke.maju.an te.knologi informasi dan 

komu.nikasi de.ngan me.nggu.nakan sarana inte.rne.t maka mu.ncu.llah istilah yang 

dinamakan cybe.rbu.llying. 

Pe.rilaku. bu.llying itu. se.ndiri dapat me.ncaku.p pe.le.ce.han ve.rbal, ke.ke.rasan 

fisik atau. pe.maksaan, dan dapat diarahkan be.ru.langkali te.rhadap korban 

te.rte.ntu., mu.ngkin atas dasar ras, agama, ge.nde.r, se.ksu.alitas, atau. ke.mampu.an. 

                                                           
34 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, 

Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47 
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Bu.llying dapat te.rjadi dimana saja, di lingku.ngan dimana te.rjadi inte.raksi sosial 

antar manu.sia se .pe.rti: 

a. Se.kolah, yang dise.bu.t school bu.llying  

b. Te.mpat ke.rja, yang dise.bu.t workplace. bu.llying  

c. Inte .rne.t atau. te.knologi digital yang dise.bu.t cybe.rbu.llying  

d. Lingku.ngan politik, yang dise.bu.t politicalbu.llying  

e. Lingku.ngan milite.r, yang dise.bu.t militarybu.llying  

f. Dalam pe.rpe.loncoan yang dise.bu.t hazing. 35 

2. Jenis-Jenis Cyberbullying 

Cybe.rbu.llying adalah ke.jahatan yang me.ru.pakan be.ntu.k pe.rlu .asan dari 

bu.llying yang se.lama ini te.rjadi se.cara konve.nsional. Cybe.rbu.llying be.rbe.ntu.k 

ke.jahatan se.cara ve.rbal di dalam cybe.rspace. dan mayoritas me.makan korban 

anak-anak. Willard dalam bu.ku.nya Novan Ardy Wiyani yang be.rju .du.l Save. 

Ou.r Childre.n From School Bu.llying, me.nye.bu.tkan macam-macam je.nis 

cybe.rbu.llying se.bagai be.riku.t:36 

a. Flaming (te.rbakar) Flaming me.ru.pakan pe.rilaku. yang be.ru.pa me.ngirimkan 

pe.san te.ks yang isinya me.ru.pakan kata-kata yang pe.nu.h amarah dan frontal. 

Istilah “flame.” ini pu.n me.ru.ju.k pada kata-kata di pe.san yang be.rapi-api.  

b. Harassme.nt (ganggu.an) Harassme.nt me.ru.pakan pe.rilaku. me.ngirim pe.san-

pe.san de.ngan kata-kata tidak sopan, yang ditu.ju.kan ke.pada se.se.orang yang 

be.ru.pa ganggu.an yang dikirimkan me.lalu.i e.mail,sms, mau.pu.n pe.san te.ks, 

                                                           
35 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children From School Bullying, AR-RUZZ Media, 

Jogjakarta, 2012, hlm. 14 
36 Ibid, hlm.18 
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di je.jaring sosial se.cara te.ru.s me.ne.ru .s. Harassme.nt me.ru.pakan hasil dari 

tindakan flaming dalam jangka panjang. Harassme.nt dilaku.kan de.ngan 

saling be.rbalas pe .san atau. bisa dise.bu.t pe.rang te.ks.  

c. De.nigration (pe.nce.maran nama baik) De.nige.ration me.ru.pakan pe.rilaku . 

me.ngu.mbar ke.bu.ru.kan se.se.orang di inte.rne.t de.ngan maksu.d me.ru.sak 

re.pu.tasi dan nama baik orang yang ditu.ju.. Se.pe.rti se.se.orang yang 

me.ngirimkan gambar-gambar se.se.orang yang su.dang diu.bah se.be.lu.mnya 

me.njadi le.bih se.nsu.al agar korban diolok-olok dan me.ndapat pe.nilaian 

bu.ru.k dari orang lain. 

d. Impe.rsonation (pe.niru.an) Impe.rsonation me.ru.pakan pe.rilaku. be.rpu.ra-pu.ra 

me.njadi orang lain dan me.ngirimkan pe.san-pe.san atau. statu.s yang tidak 

baik  

e. Ou.ting me.ru.pakan pe.rilaku. me.nye .barkan rahasia orang lain, atau . foto-foto 

pribadi orang lain.  

f. Tricke.ry (tipu. daya) Tricke.ry me.ru.pakan pe.rilaku. me.mbu.ju.k se.se.orang 

de.ngan tipu . daya agar me.ndapatkan rahasia atau. foto pribadi orang te.rse.bu.t.  

g. E.xclu.sion (pe.nge.lu.aran) E.xclu.sion me.ru.pakan pe.rilaku. de.ngan se.cara 

se.ngaja dan ke.jam me.nge.lu.arkan se.se.orang dari gru.p online..  

h. Cybe.rstalking me.ru.pakan pe.rilaku. me.ngganggu. dan me.nce.markan nama 

baik se.se.orang se.cara inte.ns se.hingga me.mbu.at ke.taku.tan be.sar pada orang 

te.rse.bu.t.  
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3. Elemen Cyberbullying 

E.le.me.n yang te .rdapat baik dalam se.tiap prakte.k bu.llying dan cybe.rbu.llying 

yaitu. antara lain pe.laku. (cybe.rbu.llie.s), korban (victims), dan saksi (bystande.r) 

de.ngan pe.nge.rtian se.bagai be.riku.t : 37  

a. Pe.laku. (Cybe.rbu.llie.s) karakte.ristik anak yang me.njadi pe.laku. cybe.rbu.llying 

adalah me.miliki ke.pribadian yang dominan dan de.ngan mu .dah dan 

me.nyu.kai me.laku.kan ke.ke.rasan. Ce.nde.ru.ng le.bih ce.pat te.mpe.rame.ntal, 

impu.lsive. dan mu.dah fru.stasi de.ngan ke.adaan yang se.dang dialaminya. 

Le .bih se.ring me.laku.kan ke.ke.rasan te.rhadap orang lain dan sikap agre.sif 

ke.pada orang de.wasa dibandingkan de.ngan anak lainya. Su.lit dalam 

me.naati pe.ratu.ran. Te.rllihat ku.at dan me.nu.nju.kkan re.ndahnya rasa e.mpati 

pada orang yang dia bu.lly. Pandai me.manipu.lasi dan be.rke.lit pada situ.asi 

su.lit yang di hadapi. Se.ring te.rlibat dalam agre.si proaktif, agre .si yang 

dise.ngaja u .ntu.k tu.ju.an te.rte.ntu. dan agre.si re.aktif, re.aksi de.fe.nsive. ke.tika 

diprovokasi.  

b. Korban (victims) Se.orang re.maja yang biasanya me.njadi targe.t 

cybe.rbu.llying biasanya me.re.ka yang be.rbe.da dalam pe.ndidikan, ras, be.rat 

badan, cacat, agama dan me.re.ka yang ce.nde.ru.ng se.nsitif, pasif, dianggap 

le.mah dan biasanya me.re.ka yang jarang be.rgau.l atau. ke.lu.ar ru.mah. 

Se.dangkan dalam National School Climate. Ce.nte.r karakte.ristik re.maja yang 

me.njadi targe.t atau . korban cybe.rbu.llying adalah se.sitif, me.narik diri dari 

                                                           
37 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children From School Bullying, AR-RUZZ Media, 

Jogjakarta, 2012, hlm.25 
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lingku.ngan sosial, pasif, me.ngalami masalah de.ngan ke.te.rbe.lakangan 

me.ntal, se.ring me.mbiarkan orang lain me.nge.ndalikan dirinya, dan 

ce.nde.ru.ng de.pre.si. Dalam be.be.rapa pe .ne.litian korban cybe.rbu.llying 

ce.nde.ru.ng me.miliki se.lf-e.ste.e.m yang le.bih re.ndah dibandingkan te.man 

se.bayanya. Hal te.rse.bu.t yang me.mbu.at dirinya me.ngalami ke.ce.masan 

sosial dan ce.nde.ru.ng me.nghindari kontak sosial 

c. Saksi (bystande.r) Saksi pe.ristiwa adalah se.se.orang yang me.nyaksiskan 

pe.nye .rangan pe.rilaku. bu.lly pada korbanya. Saksi pe.ritiwa dapat de.ngan 

be.rgabu.ng dalam we.b dan me.ninggalkan kome.ntar yang me.nyakitkan, atau. 

tanpa me.laku.kan apapu.n ke.cu.ali, me.ngamati pe.rilaku. bu.llying.  

D. Bullying dalam perspektif Islam 

Hu.ku.m Islam me.ru.pakan hu.ku.m yang be.rsu.mbe.r dari Al-qu.r'an dan hadist 

u.ntu.k me.ngatu.r tingkah laku. manu.sia dalam su.atu. masyarakat. 38  Pe.ngatu.ran 

me.nge.nai tingkah laku. te.rse.bu.t se.mata-mata be.rtu.ju.an u.ntu.k me.ncapai su.atu. 

ke.maslahatan bagi hidu.p manu.sia di du.nia mau.pu.n di akhirat ke.lak.  

Su.mbe.r Hu.ku .m Islam yang te.lah dite.tapkan ole.h Allah dan wajib diiku.ti 

dan/atau. ditaati ole.h se .tiap Mu.slim te.rbagi me.njadi 4 (e.mpat) su.mbe.r yaitu. se.bagai 

be.riku.t; Al-Qu.r’an, AsSu.nnah atau. Al-Hadist Al- Ijma’ dan Al-Qiya. Me.nu.ru.t 

su.nnah Nabi Mu.hammad, se.se.orang yang be.ragama Islam atau. u.mat Mu.slim yang 

be.rpe.gang te.gu.h dan/atau. be.rpe.doman ke.pada Alqu.r'an dan Su.nnah Rasu.llu.llah 

tidak akan pe.rnah se.sat dalam pe.rjalanan hidu.pnya di du.nia. Salah satu. ke.rangka 

                                                           
38  M. D. Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 

PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.35 
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dasar agama Islam adalah akhlak. Akhlak dapat dipahami se.bagai sikap dan/atau . 

tingkah laku. te.rhadap khalik (pe.ncipta alam se.me.sta yaitu. Allah) dan makhlu.k 

(yang diciptakan Allah). Orang yang tu.ndu .k dan taat pada agama Islam akan 

me.nge.rti tata cara be.rsikap pada se.sama u.mat manu.sia mau.pu.n makhlu.k lain 

se.bagaimana anju .ran dalam Al-qu.r'an dan su.nnah nabi.39 

Cybe.rbu.llying se.bagai fe.nome.na baru. dalam masyarakat yang be.lakangan ini 

se.ring kali te.rjadi me.njadi salah satu. bu.kti lu.ntu.rnya akhlak mu.lia atau. cara 

be.rsikap manu.sia se.bagai u.mat be.ragama dalam masyarakat pada saat ini. 40 

Pe.ngatu.ran me.nge.nai larangan dalam me.laku.kan Cybe.rbu.llying jika dikaitkan 

de.ngan su.mbe.r-su .mbe.r hu.ku.m Islam, maka dapat dipaparkan se.bagai be.riku.t: 

 

Artinya : Hai orang-orang yang be.riman, janganlah se.ku.mpu.lan orang laki-laki 

me.re.ndahkan ku.mpu.lan yang lain, bole.h jadi yang dite.rtawakan itu. le.bih 

baik dari me.re.ka. Dan jangan pu.la se.ku.mpu.lan pe.re.mpu.an 

me.re.ndahkan ku.mpu.lan lainnya, bole.h jadi yang dire.ndahkan itu. le.bih 

baik. Dan janganlah su.ka me.nce.la dirimu. se.ndiri dan jangan me.manggil 

de.ngan ge.laran yang me.ngandu.ng e.je.kan. Se.bu.ru.k-bu.ru.k panggilan 

adalah (panggilan) yang bu.ru.k se.su.dah iman dan barangsiapa yang 

tidak be.rtobat, maka me.re.ka itu.lah orang-orang yang zalim.(Qs. Al-

Hu.ju.rat (49) ayat 11 

 

                                                           
39 Mukhlishotin, Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum 

Pidana Islam, 2017, hlm. 370-402. 
40 Ibid 
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Diriwayatkan bahwa ayat ini tu.ru.n be.rke.naan de.ngan nama-nama ge.laran 

zaman jahiliyah sangat banyak. Ke.tika Nabi SAW me.manggil se.se.orang de.ngan 

ge.larnya, ada orang yang me.mbe .ritahu.kan ke.pada Nabi bahwa ge .lar itu. tidak 

disu.kainya. Maka tu.ru.nlah Al-Hu.ju.rat ayat: 11 ini yang me.larang me.manggil orang 

de.ngan ge.lar yang tidak disu.kainya.41 

Ayat ini me.nje.laskan jangalanlah be.be.rapa orang-orang itu. me.ngolok-olok 

mu.kmin yang lainnya. Ke.mu.dian Allah SWT me.nye .bu.tkan alasan me.ngapa hal itu. 

tidak bole.h dilaku .kan. Kare.na kadang-kadang orang yang diolok-olok itu. le.bih baik 

disisi Allah dari pada orang yang me.ngolok-oloknya, se.bagaimana dinyatakan pada 

se.bu.ah athar. Barang kali orang yang be.rambu.t ku.su.t pe.nu.h de.bu. tidak pu.nya 

apaapa dan tidak dipe.rdu.likan, se.kiranya ia be.rsu.mpah de.ngan me.nye .bu.t nama 

Allah SWT, maka Allah me.ngabu.lkannya.42 

Ayat ini me.nje.laskan te.rdapat du.a je.nis bu.llying yaitu. ve.rbal dan non ve.rbal. 

Je.nis yang te.rmasu.k bu.llying ve.rbal dalam ayat ini yaitu. ke.tika para sahabat Nabi 

tidak mau. me.mbagi te.mpat ke.pada Tabith kare.na dia me.miliki ke.ku.rangan. 

Ke.mu.dian yang te.rmasu.k dalam je.nis bu.llying non ve.rbal yaitu. para sahabat 

me.ngolok-olok Tabith dikare.nakan Tabith me.miliki ke.ku.rangan pada 

pe.nde.ngaranya. 

                                                           
41 A. Mudjab Mahali, Asbabul Nuzul (studi pendalaman Alquran), PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2002, hlm.769 
42 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Mustafa Al-Babi al-Halabi, Kairo, 

1946, hlm. 133-134. 
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Artinya : (Orang-orang mu.nafik itu.) yaitu. orang-orang yang me.nce.la orang-

orang mu.kmin yang me.mbe.ri se .de.kah de.ngan su.kare.la dan 

(me.nce.la) orang-orang yang tidak me.mpe.role.h (u.ntu.k 

dise.de.kahkan) se.lain se.ke.dar ke.sanggu.pannya, maka orang-orang 

mu .nafik itu. me.nghina me.re.ka. Allah akan me.mbalas pe.nghinaan 

me.re.ka itu., dan u.ntu.k me.re.ka azab yang pe.dih. (Qs. at-Tau.bah, 9 

ayat 79) 

 

(Orang-orang yang me.nce.la) maksu.dnya yaitu. me.maki (para pe.mbe.ri) de.ngan 

su.kare.la (dari orang-orang mu.kmin dalam be.ntu.k se.de.kah) maksu.dnya yang 

be.rse.de.kah yaitu. ‘Abdu. Al-Rahman bin ‘Au .f dan ‘Asim. (dan orang-orang yang 

tidak me.ndapatkan se.lain ke.sanggu .pannya) maksu.dnya de .ngan ke.mampu.annya, 

yaitu. bapaknya ‘Aqil, ke.sanggu.pan: ke.mampu .an, lafadz di dhammah se.su .ai de.ngan 

bahasa pe.ndu.du.k kau.m Qu.raisy dan kau .m Hijaz, dan me.nu.ru.t Al-‘Araj 

me.mbacanya de.ngan di fathah. Me.nu.ru.t Al-Qu.taibi: lafadz Al-Ju.hdu. de.ngan di 

dhammah be.rati ke.mampu.an, se.dangkan kalau. di fathah be.rati su.sah payah. (maka 

orang-orang mu.nafik itu. me.nge.je.k me.re.ka) me.ngolok-olokan me.re.ka. (Allah pu.n 

me.nge.je.k me.re.ka) Allah me.mbalas olok-olokkan me.re.ka (de.ngan siksaan yang 

amat pe.dih).43 

Ayat ini pu.n me .nje.laskan bahwa balasan Allah atas pe.nghinaan itu. yaitu. be.tapa 

be.sarnya balasan pe.nghinaan itu. te.rhadap me.re.ka. Be.tapa ke.cilnya, ke.rdil, dan 

                                                           
43 Al-Imam Muhyi Al-Sunnah Abi Muhammad Al-Husain Bin Mas’d Al-Baghawi, Tafsir 

Al Baghowi,  Darul Taibah, Riyad, 1950, hlm.171-172 
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le.mahnya manu.sia-manu.sia yang fana ini, me.nghadapi balasan pe.nghinaan dari 

sang maha ku.asa, yang siksaannya se.dang me.ngintai dan me.nanti me.re.ka. 

Alangkah me.nge.rikan dan me.naku.katnya balasan dan siksaan yang maha ku.asa 

itu..44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Sayyid Qutub, Fi Zilalil Quran,  Darusy Syurq, Beirut, 1992, hlm.16. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying Di 

Indonesia 

Pada e.ra globalisasi te.knologi informasi dan komu.nikasi be.rke.mbang pe.sat 

di Indone.sia. Hasil pe.rke.mbangan te.knologi dan komu.nikasi adalah sosial me.dia. 

Sosial me.dia be.rpe.ngaru.h te.rhadap se.mu.a kalangan, baik anak-anak, re.maja hingga 

de.wasa.. Pe .ngaru.h sosial me.dia bagi re .maja hingga de.wasa dapat digu.nakan u.ntu.k 

me.nyalu.rkan pe.ndapat, be.rkre.asi me.lalu.i ide. dan pikiran. 

Tindak ke.jahatan dalam me.dia sosial be.rsifat mu.dah te.rse.bar. Je.jak digital 

te.tap ada me.skipu.n se.se.orang su.dah me.nghapu.s hal-hal atau. informasi yang 

be.rsifat ke.jahatan dalam me.dia sosial kare.na hal-hal te.rse.bu.t su.dah te.rse.bar ke . 

be.be.rapa orang. Informasi yang su.dah te.rse.bar dapat me.nimbu.lkan 

informasiinfromasi baru. yang tidak baik dan dapat me.ru.gikan orang lain. Informasi 

te.rse.bu.t dapat be.ru.pa pe.nghinaan, be.rita bohong, pe.ngancaman, dan SARA. 

Namu.n, dalam pe.nggu.naan me.dia sosial dibatasi ole.h atu.ran yang be.rlaku. yaitu . 

U.ndang-U.ndang Nomor 1 Tahu.n 2024 pe.ru.bahan kedua atas U.ndang-U.ndang 

Nomor 11 Tahu.n 2008 te.ntang Informasi dan Transaksi E.le.ktronik. 

Cybe.rbu.llying me.ru.pakan su.atu. pe.ru.ndu.ngan dalam du.nia maya de.ngan 

me.nggu.nakan te.knologi digital. Pe.ne.gakan hu.ku.m te.rhadap cybe.rbu.llying ju.ga 

diatu.r dalam U.ndang-U.ndang Nomor 1 Tahu .n 2024 me.nge.nai Informasi Transaksi 

E.le.ktronik yang te.rle.bih dahu.lu. dike.nal U.ndang-U.ndang Nomor 11 Tahu.n 2008 

te.ntang Informasi dan Transaksi E.le.ktronik (U.U. ITE.). 
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U.ndang-U.ndang Nomor 1 Tahu.n 2024 te.ntang pe.ru.bahan kedua atas 

U.ndang-U.ndang Nomor 11 Tahu.n 2008 te.ntang Informasi dan Transaksi 

E.le.ktronik me.ru.pakan su.atu. be.ntu.k pe.rwu.ju.dan Indone.sia se.bagai ne.gara hu.ku.m. 

Ole.h kare.na itu., se.lu.ru.h aspe.k-aspe.k ke.hidu.pan di Indone.sia, se.pe.rti bidang 

masyarakat, bidang ke.bangsaan, dan bidang ke.ne.garaan te.rnasu.k pe.me.rintah 

me.miliki dasar hu .ku.m yang se.su.ai de.ngan siste.m hu.ku.m nasional. Hu.ku.m nasional 

me.ru.pakan su.atu. hu.ku.m di Indone.sia yang saling me.nu.njang satu. de.ngan yang lain 

be.rtu.ju.an u.ntu.k me.nce.gah dan me.ngatasi su.atu. pe.rsoalan yang te.rjadi di ke.hidu.pan 

masyarakarat, bangsa, dan ne.gara.45 

Tu.ju.an pe.ne.gakan hu.ku.m dalam U.ndang-U.ndang Nomor 1 Tahu.n 2024 

te.ntang pe.ru.bahan atas U.ndang-U.ndang Nomor 11 Tahu.n 2008 me.nge.nai 

Informasi Transaksi E.le.ktronik yaitu. u.ntu.k me.nye .su.aikan antara nilai dan norma 

yang be.rlaku. di dalam masyarakat Indone.sia se.hingga dapat me.wu.ju.dkan dan 

me.njaga ke.u.tu.han dan ke.satu.an ne.gara Indone.sia dalam rangka ke.pe.ntingan 

be.rsama.46 

Pada Rancangan U.ndang-U.ndang, Kitab U.ndang-U.ndang Hu.ku.m Pidana 

te.rdiri dari 2 (du.a) bu.ku., yaitu. Bu .ku. I me.nje.laskan me.nge.nai Ke.te.ntu.an U.mu.m dan 

Bu.ku. II me.nje.laskan me.nge.nai Tindak Pidana dalam RU.U. KU.HP tidak ju .ga se.cara 

langsu.ng me.ngatu.r me.nge.nai cybe.rbu.llying. Se.cara u.mu.m, pe.rbu.atan tindak 

pidana me.langgar hu.ku.m dapat dise.le.saikan me.nggu.nakan KU.HP (Kitab U.ndang-

                                                           
45 Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, Anugrah Utama Raharja (AURA), 

Lampung, 2015 
46 Indonesia, Komisi Yudisial Republik, Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia, 

Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta, 2014 
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U.ndang Hu.ku.m Pidana). KU.HP me.ru.pakan kitab yang dapat dijadikan ru.ju.kan 

pe.rtama apabila akan me.ncari hu.ku.man dalam su.atu. tindak pidana.47 

Pada kasu.s cybe.rbu.llying ini KU.HP dapat dijadikan dasar ru.ju.kan tindak 

pidana, se.pe.rti te.rdapat pada pasal 310, padal 311, dan pasal 315 KU.HP. Namu.n, 

se.me.ntara ini yang paling me.ru.ju.k pada dasar hu.ku.m cybe.rbu.llying adalah pasal 

315 yang me.nje.laskan bahwa “Tiap-tiap pe.nghinaan de.ngan se.ngaja yang tidak 

be.rsifat pe.nce.maran atau. pe.nce.maran te.rtu.lis, yang dilaku.kan te.rhadap se.orang, 

baik di de.pan u.mu .m de.ngan lisan atau. tu.lisan, mau.pu.n di de .pan orang itu. se.ndiri 

de.ngan lisan atau. pe.rbu.atan, atau. de.ngan su.rat yang dikirimkan atau. dite.rimakan 

ke.padanya, diancam kare.na pe.nghinaan  ringan de.ngan pidana pe.njara paling lama 

e.mpat bu.lan du.a minggu. atau. de.nda paling banyak tiga ratu.s ru.piah”. 

Pasal 315 ini me.ngatu.r me.nge.nai tindak pidana pe.nghinaan yang dilaku.kan 

se.cara lisan mau.pu.n tu.lisan. Pe.nghinaan yang dimaksu.d adalah pe.nghinaan tidak 

be.rsifat pe.nce.maran mau.pu.n pe.nce.maran. Namu.n, ke.le.mahan pasal 315 KU.HP ini 

tidak me.nje.laskan se.cara rinci me.nge.nai be.ntu.k pe.nghinaanpe.nghinaan te.rse.bu.t 

dan hanya me.nje.laskan se.cara lu.as se.hingga dikhawatirkan dapat me.micu. 

te.rjadinya salah pe.mahaman dan pe.laksanaanya. Pasal 315 KU.HP dapat digu.nakan 

dalam tindak pidana yang be.rlaku. ke.pada se.se.orang apabila me.ngarah pada 

cybe.rbu.llying dalam kolom kome.ntar mau.pu.n dire.ct me.ssage., kare.na be.rsifat 

te.rtu.lis dan dilaku.kan ole.h se.se.orang dimu .ka u.mu.m dan dapat diakse.s orang 

                                                           
47 Sudjana, I Ketut, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia 

Indonesia, Denpasar 
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banyak. 315 KU.HP ju.ga dapat be.rlaku. pada se.se.orang yang me.ngirimkan su.atu . 

pe.san yang me.ru.ju .k cybe.rbu.llying dilaku.kan di de.pan orang itu. se.ndiri.  

KU.HP dapat dijadikan dasar ru.ju.kan tindak pidana akan te.tapi tidak dapat 

dijadikan se.bagai ru.ju.kan u.tama atau. te.tap. Dalam hal ini dikare.nakan KU.HP 

me.ngatu.r tindak pidana dalam arti lu.as. Ole.h kare.na itu., dibe.rlaku.kan 

U.ndangU.ndang Nomor 1 Tahu.n 2024 te.ntang pe.ru.bahan kedua atas U.ndang-

U.ndang Nomor 11 Tahu .n 2008 me.nge.nai Informasi Transaksi E.le.ktronik.48 

Pada kasu.s cybe.rbu.llying be.ru.pa pe.nye .baran pornografi se.su.ai de.ngan 

pe.ratu.ran pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) U.ndang-U .ndang No. 11 Tahu.n 

2008 te.ntang Informasi dan Transaksi E.le.ktronik. Pasal 27 Ayat (1) te.rse.bu.t 

be.rbu.nyi: “Se.tiap Orang de.ngan se.ngaja dan tanpa hak me.ndistribu.sikan dan/atau. 

me.ntransmisikan dan/atau. me.mbu.at dapat diakse.snya Informasi E .le.ktronik 

dan/atau. Doku.me.n E.le.ktronik yang me.miliki mu.atan yang me.langgar ke.su.silaan”. 

Pasal 27 ayat (1) U.U. ITE. me.miliki tu.ju.an u.ntu.k me.mbe.rikan su.atu. pe.rlindu.ngan 

te.rhadap masyarakat dari tindak pidana yang be.rhu.bu.ngan de .ngan pornografi. 

Tindak pidana pornogarfi me.ru.pakan tindak pidana cu.ku.p se.ring te.rjadi di 

masyarakat Indone.sia. Pe.nye.baran tindak pidana ini dilaku.kan me.lalu.i me.dia 

e.le.tronik dan me.njadi modu.s panye .baran yang se.ring te .rjadi saat ini. Hal ini 

me.mbu.at ke.ru.gian yang le.bih be.sar te.rhadap korban kare.na pe.nye .barannya yang 

sangat mu.dah dan ce.pat u.ntu.k diakse.s ole.h khalayak u.mu.m.49 

                                                           
48 Poenomo, Bambang, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Denpasar 
49 Sujamawardi, L Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik.” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 9,2 (2018): 84-100 
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Pasal Pasal 45 U.ndang-u.ndang ITE. me.ne.gaskan bahwa: “Se.tiap Orang yang 

me.me.nu.hi u.nsu.r se.bagaimana dimaksu.d dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

atau. ayat (4) dipidana de.ngan pidana pe.njara paling lama 6 (e.nam) tahu.n dan/atau . 

de.nda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu. miliar ru.piah)”. 

Kasu.s se.ru.pa ju.ga te.rjadi atau. dapat dise.bu.t ju.ga de.ngan Ou.ting. Ou .ting 

me.ru.pakan me.ngirimkan rahasia, foto pe.rsonal orang lain, dan me.nye .barlu.askan di 

me.dia sosial tanpa pe.rse.tu.ju.an orang yang be.rsangku.tan. Kasu.s te.rse.bu .t te.rcatat 

pada Pu.tu.san Mahkamah Konstitu.si Nomor. 664/PID.SU.S/2016/PN.SMG, 

te.rdakwa be.rinisial “SYA” te.rbu.kti be.rsalah dan sah me.laku.kan tindak pidana 

me.nye .barkan foto yang me.ngandu.ng pornografi ke.kasihnya yang be.rinisial "RS” 

se.dang tidak be.rpakaian ke.pada se.bu.ah gru.p dan ke.lu.arga “RS”. Akibat 

pe.rbu.atannya “SYA” te.rancam pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) U.ndang-

U.ndang No. 11 Tahu.n 2008 te.ntang Informasi dan Transaksi E.le.ktronik de.ngan 

me.njatu.hkan pidana pe.njara se.lama tu.ju .h bu.lan dan de.nda se.be.sar Rp. 

10.000.000,00 (se.pu.lu.h ju.ta ru.piah). 

Di dalam U.ndang-U.ndang te.rse.bu.t te.lah diatu.r me.nge.nai be.be.rapa 

kriminalisasi tindakan pidana. Pada kasu.s cybe.rbu.llying be.ru.pa pe.nce.maran nama 

baik se.su.ai de.ngan Pasal 27 ayat (3) U.ndang-U.ndang ITE. me.nyatakan bahwa 

“Se.tiap orang de.ngan se.ngaja dan tanpa hak me.ndistribu.sikan dan/atau. 

me.ntransmisikan dan/atau. me.mbu.at dapat diakse.snya informasi e.le.ktronik 

dan/atau. doku.me.n e.le.ktronik yang me.miliki mu.atan pe.nghinaan dan atau. 

pe.nce.maran nama baik.” Dalam bu.nyi Pasal te.rse.bu.t me.nje.laskan bahwa:  
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1) “Me.ndistribu.sikan” me.ru.pakan me.ngirimkan, se.dangkan “me.ntransmisikan" 

me.ru.pakan me.ngirimkan su.atu. informasi atau. doku.me.n e.le.ktronik ke.pada 

satu. pihak lain me.lalu. siste.m e.le.ktronik. 

2) “Me.mbu.at akse.s” me.ru.pakan se.mu.a pe.rbu.atan pe.laku . se.lain 

me.ndistribu .sikan dan me.ntransimisikan me.lalu.i siste.m e.le.ktronik yang dapat 

me.nye .babkan siste.m informasi e.le.ktronik dapat dike.tahu.i ole.h pihak lain atau . 

pu.blic 

Ancaman hu.ku.man pe.langgaran pasal 27 ayat (3) ini adalah pe.njara 

maksimu.m 6 (e.nam) tahu.n dan/atau. de.nda maksimu.m Rp1.000.000.000,00 (satu. 

miliar ru.piah).  

Be.rdasarkan Pu.tu.san Mahkamah Konstitu.si Nomor 50/PU.U.-VI/2008, 

me.mbe.rlaku.kan te.rhadap Pasal 27 Ayat (3) me.ru.ju.k pada ke.te.ntu.an pe.nce.maran 

nama baik yakni Pasal 310 KU.HP. De.ngan de.mikian, pe.nce.maran nama baik yang 

te.rcantu.m dalam Pasal 27 Ayat (3) U.U. ITE. me.ncaku.pi norma hu.ku.m dalam Pasal 

310 me.nge.nai obje.k pe.nghinaan dan/atau. pe.nce.maran nama baik yang te.rkait pada 

pe.rorangan. 50  U.nsu.r-u.nsu.r yang te.rcantu.m dalam Pasal 310 Ayat KU.HP 

me.ne.gaskan bahwa su.atu. pe.rbu.atan tindak pidana dapat dikatakan se.bagai 

pe.nce.maran nama baik apabila me.me.nu.hi u.nsu.r-u.nsu.r se.bagai be.riku.t:  

1. U.nsu.r “barang siapa” Dalam hal ini se.tiap orang atau. siapa saja yang 

me.ru.pakan su.bje.k hu.ku.m dari su.atu. tindak pidana yang dianggap mampu. dan 

                                                           
50 Ngiji, Rezkyta Pasca Abrini Daeng, Sigid Suseno, Budi Arta Atmaja. " Penerapan Pasal 

27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial 

terhadap Kelompok Orang.” Journal Universitas Bumigora 3,1 (2022): 19-35 
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dapat be.rtanggu.ngjawab atas pe.rbu.atannya se.cara hu.ku .m dan 

me.mpe.rtanggu.ngjawabkan pe.rbu.atannya dalam kaitannya de.ngan pe.rkara 

se.su.ai de.ngan ke.te.rangan saksi-saksi. 

2. U.nsu.r “de.ngan se.ngaja”. Dalam hal ini pe.laku. me.nge.tahu.i pe.rbu.atannya dan 

me.nyadari de.ngan sadar me.ngu.capkan atau. me.ngirimkan pe.san be.ru.pa kata-

kata yang me.ngandu.ng pe.langgaran te.rhadap ke.hormatan atau. nama baik 

se.se.orang. 

3. U.nsu.r “me.nye.rang ke.hormatan atau. nama baik orang lain” Kata 

“me.nye.rang” be.rarti me.langgar, me.nje.le.kkan yang me.nyinggu.ng nama baik 

se.se.orang 

4. U.nsu.r “de.ngan maksu.d yang nyata su.paya dike .tahu.i ole.h u.mu.m”. Dalam hal 

ini be.rarti pe.laku. se.cara sadar dan te.rang-te.rangan apa yang diu.capkan atau. 

apa yang dikirim ke.pada korban dan/atau. pe.san yang dikirim ke.pada pu.blik 

se.bagai pe.langgaran pe.nce.maran nama baik dan me.nge.tahu.i kalimat yang 

dikirim atau . diu.capkan akan dike.tahu.i banyak orang.  

Dalam hal ini pe.ngadu .an dapat dite.rima apabila se.se.orang yang me.njadi 

korban pe.nce.maran nama baik di Indone.sia me.ngadu.kan pe.ristiwa ke.pada pihak 

be.rwajib dalam ku.ru.n waktu. e.nam bu.lan, se.dangkan apabila se.se.orang yang 

me.njadi korban be.rada di lu.ar ne.ge.ri maka me.ngadu.kan pe.ristiwa ke.pada pihak 

be.rwajib dalam ku .ru.n waktu. se.mbilan bu.lan. Hal te.rse.bu.t se.su.ai de .ngan ke.te.ntu.an 

Pasal 74 KU.HP yang be.rbu.nyi:  

Pasal 74 Ayat (1) “ Pe .ngadu.an hanya bole.h diaju.kan dalam waktu. e.nam bu.lan 

se.jak orang yang be.rhak me.ngadu. me.nge.tahu .i adanya ke.jahatan, jika be.rte.mpat 
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tinggal di Indone.sia, atau. dalam waktu. se.mbilan bu.lan jika be.rte.mpat tinggal di lu.ar 

Indone.sia.”  

Pasal 74 Ayat (2) “Jika yang te.rke.na ke.jahatan be.rhak me.ngadu. pada saat 

te.nggang waktu. te.rse.bu .t dalam ayat 1 be.lu.m habis, maka se.te.lah saat itu., 

pe.ngadu.an masih bole.h diaju.kan hanya se.lama sisa yang masih ku.rang pada 

te.nggang waktu. te.rse.bu.t.”  

Pada kasu.s cybe.rbu.llying be.ru.pa me.nye.barkan u.jaran ke .be.ncian ditu.ju.kan 

ke.pada su.ku., agama, ras, dan antar golongan (SARA) te.rcantu.m pada Pasal 28 Ayat 

(2) U.ndang-U .ndang ITE. yang me.ru.pakan salah satu. pe.ratu.ran yang be.rlaku. dalam 

hu.ku.m positif di Indone.sia yang me.miliki fu.ngsi u.ntu.k me.mbatasi pe.rbu.atan 

cybe.rbu.llying te.rkait rasa ke.be.ncian ,u.nsu.r su.ku., agama, ras, dan antar golongan 

(SARA). Pasal 28 ayat (2) U.U. ITE. me.ne.gaska bahwa  Kitab U.ndang-U.ndang 

Hu.ku.m Pidana  “Se.tiap Orang de.ngan se.ngaja dan tanpa hak me.nye.barkan 

informasi yang ditu.ju.kan u.ntu.k me.nimbu.lkan rasa ke.be.ncian atau. pe.rmu.su.han 

individu. dan/atau. ke.lompok masyarakat te.rte.ntu. be.rdasarkan atas su.ku., agama, ras, 

dan antargolongan (SARA).”  

U.jaran ke.be.ncian yang se.ring te.rjadi di me.dia sosial adalah u.jaran ke.be.ncian 

me.ngandu.ng u.nsu .r SARA kare .na isu. te.rse.bu.t be.rsifat se.nsitif dan me.micu . tindakan 

provokatif. Pe.rbu.atan u.jaran ke.be.ncian ini be.rte.ntangan de.ngan Pasal 2 De.klarasi 

U.nive.rsal Hak-Hak Asasi Manu.sia yang diu.mu.mkan ole.h Maje.lis U.mu.m 

Pe.rse.rikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahu.n 1948. Pasal te.rse.bu.t be.rbu.nyi: Pasal 

2 “Se.tiap orang be.rhak atas se.mu.a hak dan ke.be.basan-ke.be.basan yang te.rcantu.m 
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di dalam Pe.rnyataan ini tanpa pe.rke.cu.alian apapu.n, se.pe.rti ras, warna ku.lit, je.nis 

ke.lamin, bahasa, agama, politik atau. pe.ndapat yang be.rlainan, asal mu.la 

ke.bangsaan atau. ke.masyarakatan, hak milik, ke.lahiran atau.pu.n ke.du.du.kan lain”. 

Dalam hal ini de.klarasi me.njadi acu.an bagi pe.me.rintah u.ntu.k dapat me.nciptakan 

dan me.me.nu.hi asas ke.pastian hu.ku.m (re.chtmatighe.id) dan u.paya pe.ne.gakan 

konse.p ne.gara pancasila. Pe.me.rintah Indone.sia dalam me.wu.ju.dkan hal te.rse.bu.t, 

pe.me.rintah me.lalu .i Ke.me.nte.rian Informasi dan Komu.nikasi (Kominfo) me.mbahas 

me.nge.nai pe.rmasalahan te.rse.bu.t dan didapatkan hasil yaitu. pe.nge.sahan U.ndang-

U.ndang Nomor 11 tahu.n 2008 te.ntang Informasi dan Transaksi E.le.ktronik (U.U. 

ITE .). Namu.n, 70 U.ndang-U.ndang Nomor 1 Tahu.n 2024 te.ntang pe.ru.bahan kedua 

atas U.ndang-U.ndang Nomor 11 Tahu.n 2008 te.ntang Informasi dan Transaksi 

E.le.ktronik e.ksiste.nsi U.ndang-U.ndang ITE. ini me.nimbu.lkan pro dan kontra dalam 

masyarakat Indone.sia, ke.mu.dian pe.me.rintah me.re.visi dan me.nge.sahkan ke.mbali 

me.njadi U.ndang-U.ndang Nomor 1 Tahu.n 2024 te.ntang Pe.ru.bahan kedua 

atasU.ndang-U.ndang Nomor 11 Tahu.n 2008 te.ntang Informasi dan Transaksi 

E.le.ktronik. 

Pada Pasal 28 Ayat (2) U.ndang-U.ndang Nomor 11 Tahu.n 2008 be.rbu.nyi: 

“Se.tiap Orang de .ngan se.ngaja dan tanpa hak me.nye.barkan informasi yang 

ditu.ju.kan u.ntu.k me.nimbu.lkan rasa ke.be.ncian atau. pe.rmu.su.han individu . dan/atau. 

ke.lompok masyarakat te.rte.ntu. be.rdasarkan atas Su.ku., Agama, Ras, dan 

Antargolongan (SARA)”. Pada U.ndang-U.ndang Nomor 1 Tahu.n 2024  te.rdapat 

pe.ru.bahan me.njadi “Se.tiap Orang yang de.ngan se.ngaja dan tanpa hak me.nghasu.t, 

me.ngajak, atau. me.mpe.ngaru.hi se.hingga me.ngge.rakkan orang lain, 



 

46 
 

me.ndistribu.sikan, dan/atau. me.ntransmisikan informasi yang ditu.ju.kan u.ntu.k 

me.nimbu.lkan rasa ke.be.ncian atau. pe.rmu .su.han te.rhadap individu. dan/atau. 

ke.lompok masyarakat te.rte.ntu. be.rdasarkan atas su.ku., agama, ke.bangsaan, ras, atau . 

je.nis ke.lamin, yang dilaku.kan me.lalu.i sarana Informasi E.le.ktronik, dan/atau. 

Doku.me.n E.le.ktronik”. Namu.n, pada Pasal 28 Ayat (2) U.ndangU.ndang Nomor 1 

Tahu.n 2014 te.ntang pe.ru.bahan kedua atas U.ndang-U.ndang Nomor 11 Tahu.n 2008 

te.ntang Informasi dan Transaksi E.le.ktronik ini me.njadi pe.rhatian ole.h masyarakat 

Indone.sia kare .na pasal te.rse.bu.t dinilai dapat me.ngandu.ng u.nsu.r makna lain atau. 

ambigu.itas. Pada Pasal te.rse.bu.t dapat me.nimbu.lkan ke.su.litan dalam pe.ne.rapan 

dikare.nakan me.ngandu.ng atu.ran yang dapat me.micu. makna lain antar satu. orang 

de.ngan yang lain. Pada konse.p kata “antar golongan” tidak dibe.rikan pe.nje.lasan 

yang rinci dan te.gas me.nge.nai krite.ria dan kate.gori pe.maknaan konse.p “antar 

golongan” te.rse.bu.t. 51  Adapu.n be.be .rapa kate.gori se.se.orang te.lah me.langgar 

ke.te.ntu.an pada Pasal 28 Ayat (2) U.ndang-U.ndang ITE. antara lain se.bagai be.riku.t:52  

1) Te.rdapat pihak-pihak yang me.rasa diru.gikan ole.h pe.rbu.atan se.se.orang atau. 

se.ke.lompok orang yang be.rkaitan de.ngan Pasal 28 Ayat (2) U.ndangU.ndang 

ITE ., yakni be.rkaitan de.ngan u.nsu.r SARA 

2) Pe.rbu.atan yang dilaku.kan me.mu.at foto atau. gambar me.nge.nai orang-orang 

yang disu.cikan dalam su.atu. agama yang be.rte .ntangan de.ngan gambar aslinya  

                                                           
51 Firmansyah, Hery, Shrishti Shrishti, and Noel Dumais. "Interpretasi Pasal 28 Ayat (2) 

Frasa Antar Golongan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Asasi Manusia 

Pada Pasal 19 Yang Berbunyi “ Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Memiliki Dan Internasional 

Convenant on Civil and Political Rights." Serina IV Untar (2016): 489–498 
52 Situmorang, Fransiskus Sebastian, Ida Bagus Surya Dharmajaya, dan I Made Walesa 

Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi 

Elektronik Studi Kasus Buni Yani." Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 6,5 (2017): 1-14 
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3) Pe.rbu.atan me.nje .le.k-je.le.kan isi dari kitab su.ci dalam su.atu. agama di me.dia 

sosial be.ru.pa tu.lisan 

4) Pe.rbu.atan me.nye .barlu.askan hal-hal yang be.rsifat be.rte.ntangan dan me.langgar 

norma-norma yang dianu.t ole.h se.se.orang atau. su.atu. golongan dan be.rsifat 

pribadi  

5) Pe.rbu.atan yang dilaku.kan me.ngandu.ng u.nsu.r be.ru.pa tu.lisan mau.pu.n bu.kan 

tu.lisan di me.dia sosial.  

Pe.ne.gak hu.ku.m diharapkan dapat me.mbe.ri ke.pastian hu.ku.m me.nge.nai pasal-

pasal yang be.rlaku . di Indone.sia, te.ru.tama pada Pasal 28 Ayat (2) U.ndangU.ndang 

ITE . yang masih me.njadi pe.rde.batan. U.ntu .k me.ngatasi pe.rmasalahan pe.ne.gak 

hu.ku.m, maka dibe.ntu.k su.atu. ke.bijakan pe.me.rintah be.ru.pa pe.ne.tapan Su.rat 

Ke.pu.tu.san Be.rsama Me.nte.ri Komu.nikasi dan Informatika RI, Jaksa Agu.ng RI, dan 

Ke.pala Ke.polisian Ne.gara RI te.ntang Pe.doman Krite.ria Imple.me.ntasi U.ndang-

U.ndang Nomor 1 Tahu.n 2024. SKB U.U. te.rhadap Pasal 28 Ayat (2) U.ndang-

U.ndang ITE. me.nje.laskan bahwa pe.rbu.atan yang dilarang ole.h hu.ku.m, tidak dapat 

dikatakan me.langgar hu.ku.m apabila pe.nyampaian atau. pe.ndapat te.rse.bu.t me.miliki 

mu.atan se.tu.ju. dan tidak su.ka te.rhadap orang-pe.rorangan atau. ke.lompok 

masyarakat, ke.cu.ali apabila pe.rnyataan yang dise.barkan dise.rtai bu.kti dan dapat 

dibu.ktikan se.bagai su.atu. tindakan me.micu. pe.rse.lisihan dan tindakan provokasi 

yang me.ngandu.ng u.nsu.r SARA.53 

                                                           
53 Windisen, dan Ade Adhari. "‘Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Delik Ujaran 

Kebencian Di Internet." Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 6,1 (2021): 29 
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 Pe.laku. yang te.rbu.kti be.rsalah dan me.langgar Pasal 28 ayat (2) 

U.ndangU.ndang ITE. maka sanksi yang dibe.rikan be.rdasarkan Pasal 45A Ayat (2) 

U.ndang-U.ndang ITE. yang be.rbu.nyi “Se.tiap orang de.ngan se.ngaja dan tanpa hak 

me.nye .barkan informasi yang ditu.ju.kan u.ntu .k me.nimbu.lkan rasa ke.be.ncian atau. 

pe.rmu.su.han individu. dan/atau. ke.lompok masyarakat te.rte.ntu. be.rdasarkan atas 

su.ku., agama, ras, dan antargolongan (SARA)” dan “Se.tiap Orang yang de.ngan 

se.ngaja dan tanpa hak me.nye .barkan informasi yang ditu.ju.kan u.ntu.k me.nimbu.lkan 

rasa ke.be.ncian atau. pe.rmu.su.han individu. dan/atau. ke.lompok masyarakat te.rte.ntu. 

be.rdasarkan atas su.ku., agama, ras, dan antargolongan (SARA) se.bagaimana 

dimaksu.d dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana de.ngan pidana pe.njara paling lama 6 

(e.nam) tahu.n dan/atau. de.nda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu. miliar 

ru.piah)”. 

Dalam me.ngatasi su.atu. de.lik u.jaran ke.be.ncian di inte.rne.t dapat me.ne.rapkan 

Pasal 28 Ayat (2) U.ndang-U.ndang ITE. yang me.ru.ju.k pada SKB U.U. ITE . se.hingga 

pe.ne.rapan Pasal 28 Ayat (2) ini dapat me.nge.liminasi pe.rbu.atan pe.nye .baran 

informasi yang dapat me.nimbu.lkan rasa ke.be.ncian dan pe.rmu.su.han antar individu. 

atau. ke.lompok yang me.ngandu.ng u.nsu.r SARA. 

 Pe.rtanggu.ngjawaban pidana me.ru.pakan su.atu. prose.s u.ntu.k me.ne.ntu.kan 

apakah se.se.orang dikatakan te.rdakwa atau. te.rsangka dipe .rtanggu.ngjawaban atas 

pe.rbu.atan pidana yang su.dah te.rjadi atau. tidak. Apabila se.se.orang te.lah me.laku.kan 

pe.rbu.atan itu. maka dapat dipidanakan, hal te.rse.bu.t dapat dibu.ktikan te.rle.bih dahu.lu. 

me.nge.nai apakah dia dalam me.laku.kan pe.rbu.atan te.rse.bu.t me.mang me.miliki 

ke.salahan atau. tidak. Ole.h kare.na itu., pe.rtanggu.ngjawaban me.ru.pakan akibat dari 
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su.atu. pe.rbu.atan yang me.miliki u.nsu.r pidana dan su.dah je.las te.rbu.kti me.laku.kan 

tindakan pidana Adapu.n syarat-syarat dalam me.me.nu.hi pe.rtanggu.ngjawaban: 

a) U.nsu.r ke.mampu.an be.rtanggu.ng jawab; 

b) Adanya ke.salahan be.ru.pa ke.se.ngajaan dan ke.alpaan; 

c) Tidak ada alasan pe.maaf.  

Dalam KU.HP te.rdapat pe.ngatu.ran dalam be.rtanggu.ng jawab yang te.rcantu.m 

dalam ke.te.ntu.an Pasal 44 KU.HP. Pasal te.rse.bu.t me.nje.laskan me.nge.nai 

ke.tidakmampu.an be.rtanggu.ng jawab antara lain se.bagai be.riku.t: 

1) Pada Pasal 44 Ayat (1) be.rbu.nyi “Barang siapa me.laku.kan pe.rbu.atan 

yang tidak dapat dipe.rtanggu.ngkan ke.padanya kare.na daya akalnya cacat 

dalam pe.rtu.mbu.han dan te.rganggu. kare.na pe.nyakit, tidak dipidana.” 

2) Pasal 44 ayat (2) be.rbu.nyi “Jika te.rnyata pe.rbu.atan itu. tidak dapat 

dipe.rtanggu.ngkan ke.pada pe.laku.nya kare.na pe.rtu.mbu.han jiwanya cacat 

atau. te.rganggu. kare.na pe.nyakit, maka hakim dapat me.me.rintahkan 

su.paya itu. dimasu.kkan ke. ru.mah sakit jiwa, paling lama satu. tahu.n 

se.bagai waktu. pe.rcobaan.”  

Pada pasal 44 KU.HP ini me.ne.gaskan bahwa pe.laku. tindak pidana dapat 

dianggap tidak mampu. be.rtanggu.ng jawab atas pe.rbu.atan yang dilaku.kannya, 

apabila pe.laku. te.rjadi salah satu. diantara du.a hal antara lain se.bagai be.riku.t: 

1) Apabila pe.laku. me.ngalami ganggu .an ke.jiwaan atau. cacat me.ntal se.jak 

pe.rtu.mbu.hannya, hingga me.miliki ke.mampu.an be.rpikir dan akal yang 
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ku.rang se.mpu.rna u.ntu.k me.mbe.dakan hal yang baik dan hal yang bu.ru.k. 

Dalam hal ini, se.pe.rti tu.na grahita 

2) Apabila pe.laku. me.ngalami ganggu.an ke.normalan yang dapat dise.babkan 

ole.h pe.nyakit yang dialaminya se.hingga tidak dapat be.rpikir de.ngan baik 

dan akalnya ku.rang be.rfu.ngsi se .cara baik atau. ku.rang optimal. Dalam hal 

ini, se.pe.rti orang gila  

Ke.salahan me.ru.pakan hal yang me.njadi dasar se.orang pe.laku. u.ntu .k diminta 

pe.rtanggu.ngjawaban dalam hu.ku.m pidana. Ke.salahan dapat diklasifikasikan 

me.njadi: 

a) Be.ntu.k Ke.salahan be.ru.pa Ke.se.ngajaan (Dolu.s) 

Me.nu.ru.t te.ori ke.he.ndak (Will the.ory), yang dimaksu.d ke.se.ngajaan 

me.ru.pakan ke.he.ndak yang diarahkan pada te .rwu.ju.dnya su.atu. pe.rbu.atan 

atau. ke.he.ndak yang dapat me.micu. timbu.lnya pe.rbu.atan yang dapat 

me.langgar hu.ku.m se.su.ai yang diru .mu.skan dalam U.ndang-U.ndang. 

Me.nu.ru.t te.ori pe.nge.tahu.an (Voorste.llings the.ory) me.nje.laskan 

bahwa te.ori ke.se.ngajaan yang dimaksu.d me.ru.pakan pe.laku. yang 

me.mbayangkan akan timbu.lnya akibat pe.rbu.atan. Se.se.orang tidak dapat 

me.nghe.ndaki akibat, me.lainkan hanya dapat me.mbayangkan. 

Se.su.ai pu.tu.san Nomor 664/Pid.Su.s/2016/PN Smg pada Pe.ngadilan 

Ne.ge.ri Se.marang, Jaksa Pe.nu.ntu.t U.mu.m me.nganu.t te.ori pe.nge.tahu.an. 

Se.hu.bu.ngan de.ngan pe.ne.rapan te.ori pe.nge.tahu.an te.rse .bu .t u.ntu.k 

me.mbu.ktikan ke.se.ngajaan dapat digu.nakan de.ngan du.a cara yaitu.:  
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a. Me.mbu.ktikan adanya hu.bu.ngan kau.sal dalam batin pe.laku. antara 

motif dan tu.ju.annya; 

b. Me.mbu.ktikan adanya pe.nginsyafan atau. pe.nge.rtian te.rhadap apa 

yang dilaku.kannya, be.se.rta akibat-akibat yang me.nye.rtainya.  

Hu .ku.m pidana me.nje.laskan pe.mbagian yang dapat me.mbe.dakan 

ke.se.ngajaan, pe.mbagian atau. klasifikasi te.rse.bu.t dibe.dakan me.njadi tu.ga 

macam be.ntu.k ke.se.ngajaan, yaitu.: 

1) Be.ntu.k ke.se.ngajaan se.bagai maksu.d (opze.t als oogme.rk); 

Ke.se.ngajaan dalam hal ini me.ngandu.ng u.nsu.r wille.s e.n we.te.ns 

atau . me.nghe.ndaki dan me.nge.tahu.i, artinya bahwa pe.laku. tindak 

pidana pada cybe.rbu.llying ini me.nge.tahu.i dan me.nghe.ndaki akibat 

dari su.atu. pe.rbu.ataannya se.hingga yang dimaksu.d se.bagai 

ke.se.ngajaan se.bagai 45 maksu .d yaitu. maksu.d u.ntu.k me.nimbu.lkan 

su.atu. akibat te.rte.ntu. dan pada akhirnya akan me.ru.gikan korban. 

2) Be.ntu.k ke.se.ngajaan se.bagai ke.pastian (opze.t bij noodzake.lijk 

he.idsbe.wu.stzijn) 

 Ke.se.ngajaan dalam hal ini dapat diu.ku.r dari su.atu . tindakan 

atau . pe.rbu.atan yang te.lah pe.laku. pe.rbu.at dan pe.laku. su.dah me.nge .rti 

dan me.ndu.ga akan akibat yang te.rjadi ju.ga pe.laku. su.dah me.nge.tahu.i 

apabila se.se.orang me.laku.kan tindak pidana maka akan dilaku.kan 

pe.rtanggu.ngjawaban pidana. 

3) Be.ntu.k ke.se.ngajaan se.bagai ke.mu.ngkinan (opze.t bij moge.lijk 

he.idsbe.wu.stzijn). 
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Ke.se.ngajaan ini dapat te.rjadi apabila pe.laku. me.nilai akibat 

dari apa yang te .lah ia pe.rbu.at dan tidak diyakini se.bagai hal yang 

akan te.rjadi, me.lainkan hanya se.bagai su.atu. ke.mu .ngkinan-

ke.mu.ngkinan saja. 

b) Be.ntu.k Ke.salahan be.ru.pa Ke.alpaan (Cu.lpa) 

Ke.alpaan dise.bu.t ju.ga re.ckle.ssne.ss, ne.glige.nce., se.mbrono, dan 

te.le.dor. Simons me.nje.laskan bahwa se.cara u.mu.m ke.alpaan te .rdiri dari 

du.a bagian yaitu. su.atu. pe.rbu.atan yang dilaku.kan tidak be.rhati-hati haru.s 

me.ndu.ga akibatnya. Namu.n, apabila su.atu. pe.rbu.atan te.rse.bu.t su.dah 

dilaku.kan de.ngan hati-hati, ke.mu.ngkinan ke.alpaan dapat pu.la te.rjadi. 

Ke.alpaan yang dimaksu.d yaitu. me.nge.tahu.i pe.rbu.atan te.rse.bu.t mu.ngkin 

akan me.nimbu.lkan su.atu. akibat yang dilarang ole.h U.ndang-U.ndang. 

Modde.rman me.nje.laskan bahwa te.rdapat du.a be.ntu.k ke.alpaan 

(cu.lpa) apabila dilihat dari be.ntu.knya, yaitu.: 

1) Ke.alpaan yang disadari (be.wu.ste. cu.lpa) 

Dalam hal ini pe.laku. tindak pidana me.nyadari me.nge.nai apa 

yang te.lah ia laku.kan dan me.nge.tahu.i akibat dari pe.rbu.atannya, akan 

te.tapi pe.laku. te.tap pe.rcaya dan be.rharap bahwa akibat dari 

pe.rbu .atannya tidak akan te.rjadi. Pe.laku. te.lah me.mbayangkan dan 

me.ndu.ga akibat yang akan te.rjadi dari pe.rbu.ataannya, te .tapi me.skipu.n 

pe.laku. su.dah be.ru.sah u.ntu.k me.nce.gah, akibat dari pe.rbu.atannya itu . 

ju.ga akan te.rjadi. 

2) ke.alpaan yang tidak disadari (onbe.wu.ste. cu .lpa). 
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Dalam ke.alpaan ini pe.laku . tidak me.ndu.ga dan me.mbayangkan 

su.atu . akibat yang akan te.rjadi dilarang dan diancam ole.h U.ndang-

U.ndang, pe.laku. tidak me.mpe.rhitu.ngkan adanya su.atu. ke.mu.ngkinan 

bahwa akibat te.rse.bu.t te.rjadi dan dapat te.rancam pidana. 

Ole.h kare.na itu., se.su.ai de.ngan pe.maparan diatas. Se.se.orang yang 

te.lah me.laku.kan pe.rbu.atan atas dasar ke.alpaan dapat dipidanakan. 

Pe.rtimbangan dalam hal ini adalah timbu.lnya ke.ru.gian yang be.sar yang 

diakibatkan kare.na sikap ku.rang hati-hati atau. ku.rang me.ndu.ga du.ga. 

Syarat se.se.orang dapat dimintai pe.rtanggu.ngjawaban pidana 

kare.na adanya ke.mampu.an be.rtanggu.ng jawab dan adanya u.nsu.r 

ke.salahan ole.h pe.laku.. Se.lain itu., ada satu. syarat yang haru.s dipe.nu.hi dan 

pe.laku. dapat dimintai pe.rtanggu .ngjawaban atas tindakannya, yaitu. tidak 

adanya alasan pe.maaf. Soe.darto me.nje.laskan bahwa alasan pe.maaf 

me.ru.pakan alasan yang dapat me.nghapu.s ke.salahan pe.laku.. Dalam hal ini 

artinya pe.laku. ini tidak dapat dice.la me.nu.ru.t hu.ku.m atau. ia tidak be.rsalah 

dan tidak dapat dipe.rtanggu.ngjawab, me.skipu.n pe.rbu.atannya be.rsifat 

me.lawan hu.ku.m. Alasan pe.maaf be.rarti te.rdapat alasan me.nghapu.skan 

ke.salahan pe.laku. se.hingga tidak akan dipidanakan. Alasan pe.maaf dapat 

dilihat dari sisi pe.laku. tindak pidana (su.bje.ktif), misalnya pe .laku. tidak 

waras atau. gila se.hingga tidak dapat dimintai pe.rtanggu.ngjawaban. 

Te.rdapat tiga alasan pe.maaf yang me.njadi su.atu . alasan 

pe.nghapu.san pidana se.su.ai ke.te.ntu.an Kitab U.ndang-U.ndang Pidana 

(KU.HP), yaitu.: 
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1) Daya paksa (ove.rmacht); 

Daya paksa yang dimaksu.d yaitu. dalam ke.adaan daru.rat. 

Daya paksa diatu.r dalam Pasal 48 KU.HP yang be.rbu.nyi: 

“Barangsiapa me.laku.kan tindak pidana kare.na pe.ngaru.h daya 

paksa, tidak dipidana”. Dalam KU.HP tidak dije.laskan me.nge.nai 

pe.nge.rtian daya paksa. Me.nu .ru.t Moe.ljatno daya paksa dikatakan 

se.bagai ke.ku.atan atau. daya paksa yang le.bih be.sar. Me.nu.ru.t 

Me.morie. van Toe.lichting (MvT) daya paksa me.ru.pakan su.atu . 

ke.ku.atan, se .tiap dorongan, se.tiap paksaan yang orang tidak dapat 

me.mbe.rikan 77 Ibid, hlm. 40 48 pe.rlawanan, artinya se.tiap daya 

paksa orang be.rada dalam dwangpositie. (posisi te.rje.pit). 

2) Pe.mbe.laan te.rpaksa yang me.lampau.i batas (noodwe.e.r e.xce.s); 

Noodwe.e.r atau. pe.mbe.laan te.rpaksa yang te.rcantu .m dalam 

Kitab U.ndangU.ndang Hu.ku.m Pidana (“KU.HP”) dibe.dakan 

me.njadi du.a, yaitu. noodwe.e.r (pe.mbe.laan te.rpaksa) dan noodwe.e.r-

e.xce.s (pe.mbe.laan daru.rat yang me.lampau.i batas) se.su.ai yang 

te.rdapat dalam Pasal 49 KU.HP, be.rbu.nyi: Pasal 49 Ayat (1) “Tidak 

dipidana, barang siapa me.laku.kan pe.rbu.atan pe.mbe.laan te.rpaksa 

u.ntu.k diri se.ndiri mau.pu.n u.ntu.k orang lain, ke.hormatan ke.su.silaan 

atau. harta be.nda se.ndiri mau .pu.n orang lain, kare.na ada se.rangan 

atau. ancaman se.rangan yang sangat de.kat pada saat itu. yang 

me.lawan hu.ku.m”. Pasal 49 Ayat (2) “Pe.mbe.laan te.rpaksa yang 

me.lampau.i batas, yang langsu.ng dise.babkan ole.h ke.gu.ncangan 
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jiwa yang he.bat kare.na se.rangan atau. ancaman se.rangan itu., tidak 

dipidana”. Pe.mbe.laan te.rpaksa yang me.lampau.i batas yang diatu.r 

dalam Pasal 49 ayat (2) yang dimaksu.d adalah pe.laku. me.lampau.i 

batas kare.na ke.gu.njangan jiwa yang he.bat. De.ngan de.mikian, 

pe.rbu.atan me.mbe.la diti me.lampau.i batas te.rse.bu.t te.tap dikatakan 

me.lawan hu.ku.m, te.tapi pe.laku.nya tidak dipidanakan. 

3) Me.njalankan pe.rintah jabatan yang tidak sah, te.tapi me.ngira 

pe.rintah itu. sah. 

Dalam hal ini te.lah diatu.r dalam KU.HP pada Pasal 51 ayat 

(2) “Pe.rintah jabatan tanpa we.we.nang tidak me.nye .babkan 

hapu.snya pidana, ke.cu.ali jika yang dipe.rintah me.ngira de.ngan 

itikad baik bahwa pe.rintah dibe.rikan de.ngan we.we.nang dan 

pe.laksanaannya te.rmasu.k dalam lingku.ngan pe.ke.rjaannya.” Pasal 

ini me.nje.laskan bahwa pe.rintah te.rse.bu.t dapat be.rasal dari 

pe.ngu.asa yang tidak be.rwe.nang. Namu.n, pe.laku. me.nganggap 

bahwa pe.rintah te.rse.bu.t be.rasal dari pe.ngu.asa yang be.rwe.nang. 

Dalam hal ini, pe.laku. dapat dimaafkan apabila pe.laku . 

me.laksanakan pe.rintah te.rse.bu.t kare.na patu.h, itikad baik, dan 

me.ngira bahwa su.atu. pe.rintah te.rse.bu .t sah dan pe.rintah te.rse.bu.t 

dilaku.kannya masih dalam lingku.ngan pe.ke.rjaannya.  

Dalam KU.HP Pasal 1 ayat 14, se.se.orang dikatakan te.rsangka apabila 

pe.rbu.atan atau. ke.adaanya be.rsadarkan bu.kti pe.rmu.laan didu.ga se.bagai pe.laku. 

tindak pidana , maka se.lanju.tnya prose .s yang dilaku.kan yaitu. dise.lidiki, disidik, 
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dan dipe.rika ole.h pe.nyidik. Apabila prose.s te.rse.bu.t te.lah dise.le.sai diharu.skan 

ditu.ntu.t dan dipe.riksa pada sidang pe.ngadilan yang dilaku.kan ole.h pe.nu.ntu.t hu.ku.m 

dan hakim. Namu.n, apabila se.se.orang yang ditahan, ditangkap, dan ditu.ntu.t 

dianggap tidak be.rsalah se.be.lu.m pu.tu.san pe.ngadilan me.ngatakan ia be.rsalah. Hal 

te.rse.bu.t se.su.ai de.ngan Pasal 8 U.ndang-U.ndang No. 4 Tahu .n 2004 te.ntang 

ke.ku.asaan ke.hakiman yaitu. “se.tiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, 

ditu.ntu.t, dan/ atau . dihadapkan di de.pan pe.ngadilan wajib dianggap tidak be.rsalah 

se.be.lu.m ada pu.tu.san pe.ngadilan yang me.nyatakan ke.salahannya dan te.lah 

me.mpe.role.h ke.ku .atan hu.ku.m yang te.tap.54 

Se.su.ai de.ngan pe.maparan di atas, syarat pe.rtanggu.ngjawaban dibagi me.njadi 

tiga. De.ngan me.mahami pe.nje.lasan me.nge.nai alasan pe.maaf be.rarti alasan pe.maaf 

me.ru.pakan alasan yang dapat me.nghapu.skan pidana pe.laku.. Apabila se.se.orang 

te.lah me.laku.kan ke.jahatan pidana dalam ru.mu.san de.lik yang te.rnyata te.rmasu.k ke. 

dalam alasan, maka pe.laku. te.rse.bu.t tidak dapat dipidanakan. Namu.n, apabila 

pe.laku. me.laku.kan ke.jahatannya mu.rni kare.na ingin me.laku.kan pe.rbu.atan te.rse.bu.t, 

se.hingga tidak adanya alasan pe.maaf yang dapat me.nghapu.skan pidana te.rse.bu.t, 

kare.na tidak ada su.atu. alasan pe.maaf dari se .orang te.rdakwa atay pe.laku. maka 

pe.laku. dapat dimintai pe.rtanggu.ngjawaban pidana akibat dari pe.rbu.atannya 

te.rse.bu.t. Hal pe.rtanggu.ngjawaban ini ju.ga se.su.ai de.ngan salah satu. syarat 

pe.rtanggu.ngjawaban yaitu. diiku.ti de.ngan ke.mampu.an be.rtanggu.ngjawab dan 

te.rdapat ke.salahan pada pe.laku., se.hingga pe.rtanggu.ngjawaban dapat dite.gakkan 

dan me.me.nu.hi syarat-syarat yang be.rlaku. dalam hu.ku.m pidana. 

                                                           
54 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018 
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Se.cara u.mu.m, pe.ne.gakan hu.ku.m be.rhu.bu.ngan e.rat de.ngan Le.mbagale.mbaha 

pe.ne.gak hu.ku.m, se.pe.rti ke.polisian, ke.jaksaan, pe.ngadilan, Le.mbaga 

pe.rmasyarakatan (Criminal Ju.stice. Syste.m) atau. dike.nal se.bagai pe.ne.gak hu.ku.m 

pro-ju.stisia yang me.ru.pakan siste.m pe.ne.gakan hu.ku.m pidana. Dalam prose.s 

pe.ne.gakan hu.ku.m dilaku.kan se.cara profe.ssional, te.gas, dan tidak diskriminatif, 

adil, se.rta be.rdasarkan Hak Asasi Manu.sia (HAM). Prose.s pro ju.stisia me.nge.nai 

pe.nye .lidikan, pe.nyidikan, dan pe.nu.ntu.tan pada le.mbaga pe.ne.gak hu.ku.m yaitu . 

ke.polisian, ke.jaksaan, pe.ngadilan, dan KPK me.ngacu. pada asas ke.adilan dan 

ke.be.naran. Pe.ne.gakan hu.ku.m pada pe.rsidangan dilaku.kan se.cara transparan dan 

te.rbu.ka de.ngan tu .ju.an me.wu.ju.dkan ke.disiplinan dan ke.te.rtiban. Prose.s pe.ne.gakan 

hu.ku.m be.rdasarkan prinsipprinsip ne.gara hu.ku .m. Salah satu. prinsip u.tama dalam 

pe.ne.gakan hu.ku.m yaitu. pe.rsamaan se.tiap orang di hadapan hu.ku.m, se.bagaimana 

diatu.r dalam Pasal 27 Ayat (1) U.ndang-U.ndang Dasar 1945 yang be.rbu.nyi “Se.gala 

warga ne.gara be.rsamaan ke.du.du.kannya dalam hu.ku.m dan pe.me.rintahan dan wajib 

me.nju.nju.ng hu.ku.m dan pe.me.rintahan itu. de.ngan tidak ada ke.cu.alinya”. 55 

Pe.ne.gakan hu.ku.m se.bagai hakim dalam pe.njatu.han hu.ku.man be.rdasarkan 

ke.te.ntu.an U.ndang-U.ndang yang be.rlaku. pada kasu.s cybe.rbu.llying te.rse.bu .t dan alat 

bu.kti se.bagaimana diatu.r dalam Pasal 183 KU.HAP dan 184 KU.HAP. Hakim 

pe.ngadilan dalam me.mu.tu.skan su.atu. pe.rkara minimal de.ngan du.a alat bu.kti dan 

ke.yakian hakim dalam me.mu.tu.skan pidana te.rhadap te.rdakwa. Hal te.rse.bu.t se.su.ai 

de.ngan ke.te.ntu.an Pasal 183 KU.HAP yang be.rbu.nyi “Hakim tidak bole.h 

                                                           
55 Indonesia, Komisi Yudisial Republik, Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia, 

Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta, 2014 
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me.njatu.hkan pidana ke.pada se.orang ke.cu.ali apabila de.ngan se.ku.rang-ku.rangnya 

du.a alat bu.kti yang sah ia me.mpe.role.h ke.yakinan bahwa su.atu. tindak pidana be.nar-

be.nar te.rjadi dan bahwa te.rdakwalah yang be.rsalah me.laku.kannya”. 

Je.nis-je.nis alat bu.kti yang sah me.nu.ru.t hu.ku.m, yang te.rcantu.m dalam Pasal 

184 ayat (1) KU.HAP yaitu. : 

a. ke.te.rangan saksi; 

b. ke.te.rangan ahli; 

c. su.rat; 

d. pe.tu.nju.k; dan 

e. ke.te.rangan te.rdakwa.  

Adapu.n ke.te.ntu.an dan standar agar su.atu. alat bu.kti digital dapat digu.nakan 

se.bagai alat bu.kti pe.rsidangan yang sah yaitu.:56 

1) Alat bu.kti haru.s dapat dite.rima  

Bu.kti te.rse.bu.t diharapkan mampu. digu.nakan u.ntu.k ke.pe.ntingan hu.ku.m 

dalam ke.pe.ntingan pe.nye.lidikan dan pe.ngadilan  

2) Alat bu.kti asli  

bu.kti yang digu.nakan haru.s be.rhu.bu.ngan de.ngan ke.jadian dan kasu.s yang 

te.rjadi dan tidak dipe.rbole.hkan u.ntu.k me.re.kayasa bu.kti te.rse.bu.t.  

3) Alat bu.kti le.ngkap 

bu.kti dapat dikatakan baik dan le.ngkap apabila te.rdapat pe.tu.nju.k-pe.tu.nju.k 

yang be.rgu.na dalam me.mbantu. inve.stigasi 

                                                           
56 Asimah, Dewi. "To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic 

Evidence." Jurnal Hukum Peratun 3,2 (2021): 97-110 
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4) Alat bu.kti haru.s dapat dipe.rcaya 

Bu.kti yang digu.nakan dapat me.ngatakan hal yang se.be.narnya te.rjadi. Apabila 

bu.kti dapat dipe.rcaya maka akan le.bih mu.dah u.ntu.k prose.s inve.stigasi. 

Dalam pe.ne.gakan hu.ku.m dilaku.kan u.paya pe.rtimbangan. Pe.rtimbangan 

te.rse.bu.t be.rsifat yu .ridis dan non yu.ridis. Pe.rtimbangan yang be.rsifat yu.ridis be.rarti 

pe.rtimbangan Maje.lis Hakim yang didasarkan de.ngan te.rdapatnya fakta-fakta 

yu .ridis yang te.lah te.ru.ngkap dalam pe.rsidangan mau.pu.n bu.ktinya u.nsu.r-u.nsu.r 

dakwaan yang se.su.ai de.ngan ke.te.ntu.an pasal-pasal me.nge.nai cybe.rbu.1llying yang 

te.rcantu.m dalam ke.te.ntu.an U.ndang-U.ndang ITE. No. 1 Tahu.n 2024. Se.lain itu., 

Adapu.n pe.rtimbangan yang be.rsifat non yu .ridis yang dipe.rlu.kan ole.h Maje.lis 

Hakim dalam me.lihat su.atu. pe.rkara se.hingga dalam pu.tu.san yang dite.tapkan dapat 

me.mpe.rbe.rat mau .pu.n me.mpe.ringan pidana te.rhadap se.orang te.rdakwa. Adapu.n 

contoh yang dapat me.mpe.rbe.rat dan me.mpe.ringan antara lain se.bagai be.riku.t: 

1) Pada hal-hal yang me.mpe.rbe.rat, se.pe.rti pe.rbu.atan te.rdakwa dapat me.mbu.at 

ru.sak moral dan akhlak ge.ne.rasi mu.da dan me.ru.sak masa de.pan. 

2) Pada hal-hal yang me.mpe.ringan, se.pe.rti te.rdakwa me.ngaku.i dan be.rkata ju.ju.r 

me.nge.nai hal yang te.lah dipe.rbu.at dan be.rjanji u.ntu.k tidak me.ngu.langi , se.rta 

te.rdakwa masih mu.da dan diharapkan dapat me .mpe.rbaiki ke.salahannya , 

te.rdakwa yang be.lu.m pe.rnah dihu.ku.m.  

Adapu.n pe.rsyaratan dan ke.te.ntu.an minimu.n agar alat bu.kti digital dapat 

digu.nakan se.bagai alat bu.kti di pe.rsidangan yaitu.: 
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1) Bu.kti dapat me.nampilkan ke.mbali su.atu. informasi e.le.ktronik dan doku.me.n 

e.le.ktrok se.cara u.tu.h dan se.su.ai de.ngan masa re.te .nsi yang dite.tapkan de.ngan 

pe.ratu.ran pe.ru.ndang-u.ndangan; 

2) Bu.kti dapat me.lindu.ngi ke.te.rse.diaan, ke.u.tu.han, ke.rahasiaan; 

3) Bu.kti dapat be.rope.rasi se.su.ai de.ngan pe.tu.nju.k dalam pe.nye.le.nggaraan 

siste.m; 

4)  Bu.kti dile.ngkapi de.ngan bahasa, informasi atau. symbol yang dapat mu.dah 

dipahami ole.h pihak yang be.rsangku.tan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying 

        Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi 

manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.  

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak 

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum 
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dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan 

politik untuk memperoleh keadilan social, terhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hokum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau 

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari 

hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 

hak-hak tersebut.57 

          Anak yang menjadi korban cyberbullying, memiliki hak-hak yang diatur 

dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta hak-hak lain yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan di luar sistem peradilan pidana anak. Dari 

segi hukum, perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana 

cyberbullying di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut : 

Pasal 310 KUHP yaitu barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 

9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Perbuatan tersebut apabila 

dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau 

ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan 

                                                           
57 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT.  Bina Ilmu, 

1987, hlm. 25. 
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pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 

juta. Lain halnya jika perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum atau 

karena terpaksa untuk membela diri maka bukan merupakan pencemaran atau 

pencemaran tertulis.58 

        Berdasarkan ketentuan yang diatur karena KUHP baru berlaku di tahun 2026 

sehingga saat ini KUHP lama masih berlaku dan digunakan untuk memberikan 

terhadap perlindungan cyberbullying. Pasal 310 menjelaskan tentang lingkup 

pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dikenal sebagai penghinaan. Unsur 

perbuatan tersebut meliputi kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik 

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan unsur maksud untuk diketahui 

umum sehingga dijelaskan lebih lanjut masuk ke dalam penghinaan.59 

        Pasal 29 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa 

hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara 

langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti 

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tah60un dan/ atau denda 

paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Penjelasan 

dalam UU ITE menegaskan bahwa Pasal 29 merupakan ketentuan yang mengatur 

secara khusus tentang perundungan yang terjadi di ruang digital (cyberbullying). 

Penjelasam lainnya juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "korban" 

                                                           
58 Suta Ramadhan, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 
Cyberbullying” Jurnal hukum pidana dan kriminologi, vol 5, No. 1 (Maret, 2024), 28. 
59 Hatarto Pakpahan, Aspek Hukum Pidana Cyberbullying di Media Sosial. Jurnal Cakrawala 
Hukum, Volume 11 No. (3 Desember 2020), 250. 
 



 

63 
 

adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian 

ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.61 

        Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat 

menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya 

Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 

Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansin Undang-undang 

mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, 

hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, 

berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.62 

        Dinamika kehidupan anak yang terjadi pada dekade terakhir ini cukup 

memprihatinkan, kasus-kasus hukum yang melibatkan anak semakin marak, mulai 

dari kasus kriminal, ekspoitasi, penganiyaan, tawuran pelajar, sehingga anak 

seringkali terjerumus dalam tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan 

hukum (ABH) dan bahkan anak melakukan pengulangan tindak pidana, yang 

senyatanya masih berada pada jenjang tumbuh kembang. 63  Perkembangan 

penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan 

atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan anak ini tetap diproses 

                                                           
61 https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-29-uu-ite-tentang-ancaman-kekerasan-
melalui-media-elektronik-lt6597c71d42db3/ diakses pada 5 januari 2024 
62 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

63 Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, dkk, Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku 

Kejahatan, Usu Law Journal , Volume. 3 Nomor 2, 2015. hlm. 168 
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hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian 

terhadap pihak lain (korban) baik secara materiil maupun non meteril. 

        Perlindungan merupakan suatu hak yang didapatkan baik pelaku maupun 

korban yang telah diatur di dalam Undang-Undang dalam menghadapi kejadian 

suatu tindak pidana. Dalam hal ini terkhusus untuk anak yang menjadi korban. 

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi Dan Korban bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban 

yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang ini.  Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya 

fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan- tujuan hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. 

        Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

Menurut Arief Gosita, Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan 

diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi 

yang menderita. 

        Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan 

untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Pasal 20 yang menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, 

keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.64 

        Anak bukanlah subjek hukum karena belum dewasa sehingga Anak 

membutuhkan perlindungan, terlebih perlindungan secara hukum. Anak yang 

berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan dan siapapun itu baik 

polisi, keluarga, masyarakat harus memberikan dukungan lahir dan batin kepada 

anak. hal itu dilakukan agar anak tidak merasa memiliki beban atas suatu kasus 

hukum yang dihadapinya.  Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara 

ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui: 

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 

perundangundangan  yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 

                                                           
64 Siti Rahmah dan Darmiwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di 
Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, 
Jurnal Das Sollen, Vol 1, No. 1, (Juni 2024), 29-32. 
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b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan  

c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya 

masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak 

secara ekonomi dan/atau seksual. 

Kebijakan/politik hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan kejahatan 

atau penegakan hukum pidana atau politik hukum pidana mengenai masalah 

cyberbullying pada anak dalam penelitian ini adalah terbatas pada aspek kebijakan 

formulasi dari segi materil, yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta 

sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya. 

        Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” Terkait dengan perlindungan terhadap anak korban cyberbullying di 

masa pembelajaran daring, didasari oleh Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat (1a) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak menyatakan bahwa“Anak di 

dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan pelindungan dari 

tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang 
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dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak 

lain”65 

        Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi 

manusia dalam persepektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak 

kendala antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan 

pembina, badan penyelenggara, sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi dan 

kepesertaan sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai 

bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan 

memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai 

prinsip penyelenggaraan hak anak yaitu nondiskriminasi, yang terbaik bagi anak, 

kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat 

anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat. 

        Perlu untuk melaksanakan, dan memberikan perlindungan hukum, hal itu 

disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharja, sarana 

perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : Preventif dan  Represif.  

Preventif bersifat mencegah sedangkan represif bersifat menyembuhkan dan 

memaksa. Menurut Muchsin, perlindungan hukum preventif diberikan sebelum 

terjadinya pelanggaran maka bersifat mencegah. Sedangkan perlindungan hukum 

represif adalah upaya akhir yang berupa sanksi baik itu sanksi perdata maupun 

pidana sehingga bersifat menyembuhkan dan memaksa. 

Kepentingan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, maka perlu 

ditelaah lebih jauh mengenai ruang lingkup perlindungan hak-hak anak. Kata 

                                                           
65 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya negara sebagai subyek yang 

melindungi, adanya orang sebagai obyek yang dilindungi, serta adanya hukum 

sebagai alat, instrumen ataupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya 

perlindungan tersebut. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.  

        Menurut Arif Gosita yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita 

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan 

dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan 

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak 

asasi yang menderita. Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang                

Perlindungan Saksi dan korban Pasal 5 mengatur hak saksi atau korban seperti; 

memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. 

Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal korban memiliki hak dan yang 

harus diperhatikan. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-

Undang Perlidungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu 

berbunyi : Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti 

kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan 

akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau 

penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.66 

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian material dan 

immaterial kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan 

                                                           
66 Darmiwati dan Siti Rahmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di 
Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE”, Jurnal Das Sollen, Vol 1, No. 1, 
(Juni 2024), 38. 
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oleh perbuatan oang lain yang melawan hukum menurut hukum pedata, memiliki 

hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata ). Korban 

kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum 

pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan 

melalui prosedur pidana(Pasal 98 ayat 1 KUHAP). Pasal tersebut selengkapnya 

berisi: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 

pemeriksaan perkara pidana oleh pegadilan negeri menimbulkan kerugian bagi 

orang lain, maka hakim ketua siding atas permintaan orang itu dapat menetapkan 

untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana.67 

        Prosedur Tuntutan ganti rugi bagi anak korban cyberbullying mengacu pada 

tuntutan ganti rugi untuk korban tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang 

Undang Hukum Acara Pidana Bab XIII yakni Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 

yang pada intinya bahwa dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:68  

1) melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, 

2) melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum,  

 3) melalui Permohonan Restitusi. 

        Penggabungan perkara ganti kerugian. Untuk penggabungan perkara ganti 

kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 

101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa: Jika suatu perbuatan yang 

menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan 

                                                           
67 P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, 

Sinar Grafika, Bandung, 2009, hlm. 
68 Undang Undang Nomor 11Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. 
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negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas 

permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan 

ganti kerugian kepada perkara pidana itu. 

 

Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan 

ketentuan  Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum 

penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak 

hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan 

putusan.69 Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti 

kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk 

mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman 

penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (lihat Pasal 99 ayat [1] 

KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan 

kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan 

hukum tetap.70 

Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding 

maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (lihat Pasal 100 

ayat [1] KUHAP). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka 

permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding 

(lihat Pasal 100 ayat [2] KUHAP). Prosedur pemeriksaan penggabungan perkara 

                                                           
69 Pasal 98 ayat (2) Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana. 
70 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama,  Bandung, 2012, 

hlm. 39 
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ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHAP menggunakan 

mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.71 

Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam 

pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian 

digabungkan melalui prosedur pidana  berdasarkan  Pasal 98 ayat 1 KUHAP 

selengkapnya berisi: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam 

suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pegadilan negeri menimbulkan kerugian 

bagi orang lain, maka hakim ketua siding atas permintaan orang itu dapat 

menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana 

itu”.72 

        Perlindungan hukum terhadap korban Cyberbullying sangat penting, karena 

selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban 

baru. Cyberbullying merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi 

informasi yang semakin berkembang. Dampak dari cyberbullying yaitu korbannya 

sangat berpotensi mengalami kondisi seperti cemas, depresi dan gangguan psikis 

lainnya. Parahnya kondisi tersebut juga meningkatkan risiko bunuh diri. Efek 

samping cyber bullying tidak dapat diukur dari tingkat keparahan bullying yang 

dilakukan, mengingat setiap orang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda-

beda73 

                                                           
71 Darmiwati dan Siti Rahmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di 
Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE”, Jurnal Das Sollen, Vol 1, No. 1, 
(Juni 2024), 41. 
 
72Pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana . 
73 Darmiwati dan Siti Rahmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di 
Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE”, Jurnal Das Sollen, Vol 1, No. 1, 
(Juni 2024),  
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Dari isi Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam 

Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindunagn anak, ada empat prinsip 

perlindungananak yang harus menjadi dasar bagi setiap penyelenggara 

perlindungan anak yaitu74: 

a. Non diskriminasi. Semua anak memiliki hak yang sama, apapun latar 

belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin, tidak peduli dari 

mana mereka dating dimana mereka 

b. tinggal, apa pekerjaan orang tuanya, apakah mereka berkebutuhan khusus, 

miskin atau kaya. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk 

mencapai potensi mereka sepenuhnya. 

c. Kepentingan terbaik bagi anak. Dalam semua tindakan yang menyankut 

anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah 

maupun swasta, lembaga pendidikan negeri atau swasta, lembaga peradilan, 

lembagah pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan terbaik bagi 

anak harus menjadi pertimbangan utama. 

d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang. Anak harus 

memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, 

mental, dan emosi mereka serta perkembangan intelektual. 

Menghargai pendapat anak. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan 

pendapat tentan keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka 

harus dipertimbangkan. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Be.rdasarkan pe.ne.litian yang pe.nu.lis laku .kan me.nge.nai Pe.rlindu.ngan Hu.ku.m 

Te.rhadap Korban Tindak Pidana Cybe.rbu.llying Di Indone.sia, maka pe.nu.lis 

be.rke.simpu.lan se.bagai be.riku.t : 

1. Pe.rlindu.ngan Hu.ku.m Te.rhadap Korban Tindak Pidana Cybe.rbu.llying Di 

Indone.sia yaitu . de.ngan me.laku.kan Pe.ne.gakan hu.ku.m te.rhadap cybe.rbu.llying 

yang diatu.r dalam U.ndang-U.ndang Nomor 1 Tahu.n 2024 tentang Informasi 

Transaksi E.le.ktronik pe.ru.bahan kedua atas U.ndang-U.ndang Nomor 11 Tahu.n 

2008 te.ntang Informasi Dan Transaksi E.le.ktronik (U.U. ITE.). Dalam prose.s 

pe.ne.gakan hu.ku.mnya diatu.r dalam KU.HP Pasal 1 ayat 14, se.se.orang dikatakan 

te.rsangka apabila pe.rbu.atan atau. ke.adaanya be.rdasarkan bu.kti pe.rmu.laan didu.ga 

se.bagai pe.laku . tindak pidana , maka se.lanju.tnya prose.s yang dilaku .kan yaitu . 

dise.lidiki, disidik, dan dipe.rika ole.h pe.nyidik. 

2. Upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap anak yang menjadi 

korban cyberbullying harus dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk didampingi dan 

dilindungi proses pemulihannya dalam keadaan mental maupun fisik maupun 

pada proses persidangan. Secara normatif perlindungan hukum terhadap anak 

sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 
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2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Upaya 

penanggulangan terhadap cyberbullying menjadi tugas dan kewajiban bersama 

untuk mengawasi, membatasi, mengedukasi, dan mengarahkan anak, agar anak 

mampu dengan bijak memanfaatkan perkembangan teknologi. Adapun 

mekanisme penanggulangan cyberbullying terhadap anak dapat dilakukan 

melalui upaya yang bersifat preventif meliputi pendekatan ilmiah maupun 

pendidikan keluarga dan upaya prevemtif misalnya dengan membatasi akses 

pertemanan dalam media sosial dan tidak terpengaruh pada reaksi negatif yang 

muncul dalam penggunaan media sosial. Secara keseluruhan cyberbullying 

dapat dihindari dengan mulai memahami pentingnya etika dalam menggunakan 

internet sebagai aturan tidak tertulis di dunia maya. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis memberi saran 

sebagai berikut : 

1. Kepada Masyarakat Dalam tindakan cyberbullying, masyarakat diharapkan ikut 

membantu dalam menanggulangi tindakan cyberbullying yang ditangani oleh 

Kepolisian. Masyarakat dapat ikut melaporkan tindakan cyberbullying apabila 

korban yang mengalami tindakan cyberbullying tidak berani melapor. 

2. Bagi Remaja Dan Orang Tua, Remaja memiliki kemampuan untuk    

mengendalikan diri mengendalikan diri, terutama saat berinteraksi dengan 

teman-teman atau orang lain, serta menunjukkan kebijaksanaan dalam 

penggunaan media sosial seperti Instagram. Mereka juga dapat memilah 

informasi yang beredar di platform tersebut untuk menghindari risiko terjadinya 
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cyberbullying. Di sisi lain, orangtua disarankan untuk membangun komunikasi 

yang efektif dengan remaja melalui interaksi sehari-hari di rumah, serta 

memantau aktivitas mereka di media sosial. Hal ini penting agar orangtua dapat 

memahami perkembangan dan masalah yang dihadapi remaja, sehingga dapat 

memberikan arahan dan nasihat yang berguna untuk mencegah terjadinya 

cyberbullying. Selain itu, orangtua juga diharapkan memberikan dukungan 

moral kepada remaja yang menjadi korban perilaku tersebut. 
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